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ABSTRAK 
NAMA : A.NUR ALFIDAH PUTRIANSAH 
NIM  : 100400115016  
Fak/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Ilmu Hukum 
Judul : “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana 
Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan 
No.70/Pid.Sus.Tp-Korupsi/2017/PN Mks)”  
Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis putusan 
hakim terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi 
Putusan No.70/Pid.Sus.Tp-Korupsi/2017/PN Mks). Selanjutnya dijabarkan dalam 
rumusan masalah : (1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar pada putusan 
No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks ? (2) Bagaimana dasar pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
di Pengadilan Negeri Makassar pada putusan Pengadilan Makassar 
No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks? 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan field 
researc, dengan pendekatan yang digunakan adalah normatif-Empiris.. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan interfiew 
serta bahan hukum sekunder yaitu lietarur-literatur hukum lainnya dan arsip-arsip 
resmi di pengadilan Negeri Makassar terkait dengan penelitian. Kemudian data 
yang diperoleh dikelola dengan menggunakan deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan hukum pidana materil yang 
diterapkan terhadap terdakwa Andi Fajar Bakti telah sesuai sebagaimana dakwaan 
kesatu subsidair oleh sedangkan penerapan hukum pidana formil dalam putusan 
No.70/Pid.Sus.Tp-Korupsi/2017/PN Mks terdapat ketidaksesuaian, tidak 
dicantumkannya pada amar putusan yang memberikan ketegasan status terhadap 
tersangka/terdakwa sehingga putusan dengan sendirinya batal demi hukum. 
Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim 
menggunakan pertimabangan yuridis dan non-yurisdis akan tetapi pertimbangan 
non-yuridis majelis hakim tidak menelaah lebih jauh lagi terkait dengan hal-hal 
yang memberatkan terdakwa.  
 Implikasi dari penelitian ini adalah majelis hakim dalam menjatuhkan 
hukuman pidana masih sangat ringan seharusnya majelis hakim 
mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang korupsi 
semakin terjadi di masyarakat, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan 
masyarakat. Sebab perbuatan pelaku ini tidak hanya menimbulkan 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah tetapi mengakibatkan, 
terhambatnya pembangunan serta korupsi merupakan kejahatan luar biasa. 
 
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pidana Materil, Pidana Formil  
 
 1 
  BAB I 
PENDAHLUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 
ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa 
Indonesia adalah Negara berlandaskan Hukum baik dalam penyelenggara Negara 
maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (supremacy of law). 
Negara hukum menginginkan agar hukum tersebut ditaati, dihormati dan 
dijalankan oleh segala perangkat Negara. Untuk mewujudkan terciptanya 
kedamaian, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat, sehingga terciptalah kehidupan yang seimbang. Untuk 
menciptakan hal tersebut maka hukum diciptakan dengan memberikan rambu-
rambu atau atauran-aturan yang mengataur pola tingkah laku masyarakat, agar 
tidak mengganggu dan merugikan kepentingan yang lain dalam arti tidak 
melanggar hak-hak orang lain. 
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan-kejahatan 
masih sering terjadi dan bahkan semakin meningkat dan sudah menyebar dalam 
masyarakat salah satunya  adalah tindak pidana korupsi.  
Korupsi merupakan suatu perbuatan luar biasa yang termasuk dalam delik 
khusus. Korupsi diatur tersendiri  diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang No.20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.31 Tahun 1999. Penyelesaian 
perkara korupsi didahulukan dari perkara lain sebagai amanat pasal 25 Undang-
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undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang N0.31 Tahun 
1999 yang menyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari 
perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Sebab korupsi merupakan salah satu 
pemicu munculnya permasalahan yang tidak dapat terselesaikan  di tengah bangsa 
Indonesia, diantaranya kelaparan dan kemiskinan. Korupsi dapat membahayakan 
stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, 
serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dalam masyarakat. 
Korupsi dipandang sebagai suatu permasalahan yang dapat membahayakan 
masa depan suatu bangsa dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Dalam dunia 
Internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan (Crimes 
Against Humanity), oleh karenanya korupsi sebagai kejahatan luar biasa (Extra 
Ordinary Measures). 
Besar harapan akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi 
sebagaimana cita-cita Bangsa Indonesia, yang ternyata hanya tinggal harapan. 
Saat ini tindak pidana korupsi bukannya terkikis malah tahun demi tahun kasus 
tindak pidana korupsi semakin meningkat. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan 
berhenti. Jika kita melihat pada masa orde lama korupsi hanya dilakukan oleh 
kalangan eksekutif dan pada level kelas atas, namun saat ini korupsi semakin 
menjalar dan mulai merasuki kalangan legsilatif dan eksekutif, dengan modus 
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bermacam-macam yang dilakukan secara berjamaah.1 Sepertinya hukuman selama 
ini yang diterapkan tidak memberikan efek jera.  
Salah satu jenis korupsi yang banyak terjadi adalah tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang No.20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: 
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, dipdana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
yahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Penyalahgunaan kewenangan sebagai implikasi terjadinya tindak pidana 
korupsi paling banyak terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi bukan 
hanya berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan/kedudukan yang strategis 
dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibu kota Negara, 
namun jenis korupsi ini telah menjalar dan merasuk hingga ke pelosok-pelosok 
daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Dan yang lebih 
memprihatinkan lagi adalah jenis korupsi ini telah merasuk ke tataran 
pemerintahan desa yang dibawah pimpinan Kepala Desa. 
Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan kewenangan 
tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus pegawai negeri yang 
menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, tetapi dapat pula 
                                                             
1Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016),  
h.59. 
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dilakukan oleh pemimpin pemerintahan desa yang bukan merupakan pegawai 
negeri. Dapat kita lihat dengan banyaknya perkara yang diadili di Pengadilan 
Negeri khususnya Pengadilan Negeri Makassar yang menyangkut tindak pidana 
korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Salah 
satunya adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang 
dilakukan oleh Andi Fajar Bakti selaku Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan 
Tanasitolo, Kab.Wajo periode tahun 2010-2016, yang menyalahgunakan 
kewenangan dengan melakukan korupsi Dana Desa yang bersumber dari dana 
APBN TA 2016 sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar 
Rp.166.550.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu 
rupiah). Tindak pidana korupsi ini dilakukan secara bersama-sama oleh kepala 
desa, sekretaris desa dan bendahara desa yang diadili terpisah di Pengadilan 
Negeri Makassar. 
Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk 
melakukan penelitian yang mendalam terkait korupsi dengan judul : “Tinjauan 
Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan 
Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/PN.Mks). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana putusan hukum 
hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa serta penerapan undang-undang 
tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan 
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kewenangan yang dilakukan oleh kepala Desa, yang mengkorupsi Dana Desa 
anggaran tahun 2016. Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo kabupaten Wajo 
yang diadili di Pengadilan Negeri Makasssar, Studi Putusan 
No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/PN Mks. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Tindak Pidana 
Terdapat berbagai istilah tindak pidana. Di dalam KUHP sendiri 
menggunakan istilah tindak pidana, yang dikelompokkan menjadi dua bagian 
besar yaitu pelanggaran dijelaskan dalam Buku II KUHP dan kejahatan dijelaskan 
dalam Buku III KUHP. Tindak pidana disebut juga delik yang berasal dari bahasa 
bahasa latin delictum. Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.2 
b. Tindak Pidana Korupsi  
Korupsi berasal dari kata corruption atau corroptus yang merupakan 
bahasa latin. Secara harfiah, korupsi adalah perbuatan yang rusak, busuk, tidak 
jujur yang menyebabkan kerugian keuangan Negara. Dengan subjek tindak pidana 
korupsi adalah korporasi, pegawai negeri dan setiap orang sebagai mana yang 
terdapat dalam pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang korupsi.3  
c. Putusan Hakim 
Putusan hakim apa yang dijatuhkan hakim berdasarkan dari hasil 
pemeriksaan di persidangan pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di 
                                                             
2Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1991), h.3. 
3Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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dalam persidangan selama persidangan berlangsung. Mulai dari keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain itu hakim juga 
menggunakan keyakinannya dalam menjatuhkan suatu putusan. 
d. Penyalahgunaan Kewenangan 
Wewenang tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat maupun tidak berbuat, sedangkan dalam 
hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten)4. 
Penyalahgunaan kewenangan (detournement depouvoir) apabila badan /atau 
pejabat pemerintah; 
a) Melampaui wewenang 
b) Mencampuradukkan wewenang 
c) Sewenang-wenang5 
 
e. Kepala Desa 
Kepala dsa atau dapat juga disebut sebagai pejabat pemerintah desa 
merupakan pejabat tertinggi Desa. Yang memiliki tugas, wewenang serta 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya serta melaksanakan 
tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah. 
 
 
 
 
                                                             
4Bagir Manan dalam bukunya Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.99. 
5Lihat Pasal17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, pokok 
masalah yang akan dibahas adalah bagaimana tinjauana yuridis putusan hakim 
terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No. 
70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks). Selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di 
Pengadilan Negeri Makassar pada putusan 
No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks ?  
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar pada 
putusan Pengadilan Makassar No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks ? 
 
D. Kajian Pustaka 
1. Leden Marpaung dalam bukunya Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat 
Dihukum. Buku ini membahas tentang tindak pidana secara umum, 
menurut para ahli, unsur-unsur tindak pidana dilengkapi dengan beberapa 
contoh kasus. Sedangkan penulis membahas tentang tindak pidana korupsi, 
karena penyalahgunaan kewenangan sehingga penulis perlu memaparkan 
unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana korupsi. 
2. Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Buku 
ini membahas tentang stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan 
dan batas berlakunya hukum pidana. Sedangkan penulis membahas tentang 
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tindak pidana korupsi, karena penyalahgunaan kewenangan dengan 
mengetahui batas hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. 
3. Evi Hartanti dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi Edisi II. Buku ini 
membahas korupsi secara umum, unsur-unsur korupsi dan jenis-jenis 
tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada Undang-Undang No.20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta membahas tindak 
pidana secara umum berdasarkan KUHP. Sedangkan penulis membahas 
tentang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa dan 
pasal yang terkait. 
4. Mispansyah dan Amir Ilyas dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi Dalam 
Doktrin dan Yurisprudensi. Buku ini membahas korupsi menurut para 
pakar hukum dan dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur tentang 
korupsi. Sedangkan penulis membahas tentang penyalahgunaan 
kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa dan bagaimana hakim dalam 
menjatuhkan hukuman yang terkait dengan putusan hakim. 
5. Ruslan Renggong dalam bukunya Hukum Pidana Khusus. Buku ini 
membahas berbagai macam tindak pidana khusus atau delik-delik di luar 
KUHP salah satunya tindak pidana korupsi. Sedangkan penulis membahas 
tentang korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dalam arti 
penyalahgunaan kewenangan. 
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E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan uraian latar 
belakang dan rumusan masalah di atas: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara Tindak Pidana 
Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan 
No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 
Makassar dalam putusan No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai pendalaman pemahaman bagi penulis berkenaan dengan kasus 
tindak pidana yang dikaji, yaitu tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 
Makassar  
2. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta 
sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian 
terhadap persoalan-persoalan hukum serta bagi mahasiswa. 
3. Dapat mengasah pola pikir mahasiswa secara objektif dan untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Secara bahasa tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum. 
Dalam bahasa jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam 
bahasa Belanda disebut strafbaarfeit.1 Yang terdiri atas dua kata strafbaar dan 
feit. Feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan strafbaar 
berarti dihukum. Secara harfiah perkataan strafbaarfeit  berarti sebagai kenyataan 
yang dapat dihukum.2 
Istilah tindak pidana meliputi gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik 
jasmani seseorang. Baik seseorang itu tidak berbuat, akan tetapi karena tidak 
berbuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan strafbaarfeit yang 
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Dalam Wvs 
Belanda dan Wvs Hindia-Belanda tidak terdapat penjelasan yang resmi mengenai 
apa yang dimaksud strafbaarfeit.3 Istilah resmi yang digunakan Indonesia adalah 
Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4 
                                                             
1Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)  (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1991), h.3. 
2Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.5. 
3Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), h.4. 
4Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2003), h.59. 
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Selain istilah-istilah tersebut di atas terdapat pula istilah lain yang 
digunakan untuk menterjemahkan strafbaarfeit. Beberapa pakar memberikan 
definisi mengenai strafbaar feit/delik: 
a. Perbuatan Pidana 
Ahli hukum pidana (Indonesia), Moeljatno menggunakan istilah 
“perbuatan pidana”. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan dengan rumusan 
strafbaar feit  adalah:  
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang 
memiliki sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar 
aturan tersebut”. 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan tercantum sebagai berikut : 
“Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.5 
  
b. Delik/Peristiwa Pidana 
E.Urtrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena dari sudut hukum 
pidana yang ditinjau adalah peristiwa (feit),6 yang sering disebut sebagai delik 
karena peristiwa itu suatu perbuatan atau handelen atau doen-positf atau suatu 
melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya . 
c. Tindakan Melanggar Hukum, menurut Simon, straafbaarfeit adalah: 
“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
                                                             
5Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1991), h.3. 
6Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), h.3. 
12 
 
 
 
atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
tindakan yang dapat dihukum.7 
Menurut Simon, pada hakikatnya serupa dengan maksud pasal 1 ayat 
(1) KUHP, karena itu seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai 
berikut : 
a) Adanya suatu norma pidana tertentu 
b) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang,  
c) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi 
dalam arti aturan tersebut telah ada sebelum dilakuaknnya suatu perbuatan 
yang melawan hukum. 
Berdasarkan uraian-uraian definisi tersebut diatas penulis dapat 
menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, 
melanggar hak-hak orang lain yang karenanya dapat dijatuhkan hukuman/sanksi 
sebagai pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan dan telah diatur 
sebelum tindak pidana tersebut terjadi. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana merupakan satu kesatuan dalam satu delik, jika 
satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti dapat menyebabkan 
tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum. Secara umum delik terdiri dari dua 
unsur pokok yaitu unsur pokok subyektif dan unsur pokok Obyektif.  
a. Unsur Subyektif 
Unsur yang terdapat atau melekat dalam diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hati sipelaku. Unsur ini terdiri dari : 
                                                             
7Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.5. 
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1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa), menurut para pakar 
ada 3 (tiga) bentuk sengaja (the intentin/dolus): 
(a) Sengaja sebagai maksud (oogmerk), dibedakan dengan motif. Sengaja 
menurut VOS adalah menghendaki akibat perbuatannya. Seandainya si pelaku 
(dader) sebelumnya telah mengetahui akibat dari perbuatannya tidak akan 
terjadi, karena itu ia akan melakukan perbuatannya.8 
(b) Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bijzekerheids bewus zijn). Si pelaku 
(dader) mengetahui atau sangat yakin bahwa akibat yang dimaksud akan 
terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain, si pelaku/dader menyadari atau 
menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, pasti akan 
menimbulkan akibat lain.  
(c) Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis). Sengaja ini 
dapat dikatakan sengaja dalam keadaan sadar akan kemungkinan bahwa 
seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu 
tujuan atau akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari kemungkinan akan 
timbul akibat lain, dimana hal tersebut juga dilarang dan diancam oleh 
undang-undnag,9 
2) Kealpaan (The Negligence/Culpa) ada dua bentuk yakni:10 
(a) Kealpaan dengan kesadaran (Bewuste schuld) adalah Si pelaku telah 
membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat atas perbuatan yang 
                                                             
8Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1991), h.14. 
9Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), h.17. 
10Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), h.31. 
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akan dilakukan, meskipun ia telah berusaha untuk mencegah, tetapi tetap 
timbul masalah. 
(b) Kealpaan Tanpa Kesadaran (Onbewuste) yaitu Si Pelaku tidak menduga akan 
timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang, tetapi seharusnya si pelaku memperhitungkan akan timbulnya akibat. 
b. Unsur Obyektif 
1) Perbuatan manusia berupa: Act adalah perbuatan aktif atau  perbuatan 
positif dan Omission yang tidak aktif berbuat atau perbuatan negative. 
Dengn perkataan lain ialah membiarkan, mendiamkan suatu perbuatan 
melawan hukum terjadi. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia. Akibat yang dimaksud adalah 
membahayakan atau merusak atau menghilangkan kepentingan-
kepentigan yang dipertahankan oleh hukum, seperti nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik atau harta benda, kehotmatan dan lain 
sebagainya.11 
3) Keadaan-keadaan (The Circumstences), pada umumnya keadaan-keadaan 
ini dibedakan antara: Keadaan pada saat perbuatan melawan hukum 
dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum dilakukan 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum 
berkaitan dengan alasan-alasan yang membedakan dari hukuman, 
sedangkan sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yaitu 
yang memiliki kaitan dengan larangan atau perintah. 
                                                             
11Leden Marpaung, UnsuriUnsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1991), h.7. 
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Dari pandangan teoritis dan undang-undang, unsur-unsur tindak pidana 
dapat dilihat sebagai berikut. Pandangan teoritis terdapat dua aliran yaitu aliran 
monistis dan aliran dualistis12: 
a. Aliran Monistis oleh Simons, Mezger, Van Hammel, dengan rumusan unsur-
unsur tindak pidana : 
Suatu perbuatan 
1) Melawan hukum 
2) Diancan dengan sanksi 
3) Dilakukan dengan keslahan 
4) Oleh orng yang dipertanggungjawabkan 
 
b. Aliran Dualistis oleh Pompe, Roeslan Saleh dengan rumusan : 
1) Suatu perbuatan  
2) Melawan hukum 
3) diancam dengan sanksi pidana  
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)13 unsur-unsur tindak 
pidana dikelompokkan menjadi dua yaitu pelanggaran yang terdapat dalam Buku 
II KUHP dan kejahatan dalam Buku III KUHP Unsur-unsur tersebut yaitu: 
1) unsur tingkah laku 
2) unsur melawan hukum 
3) unsur kesalahan 
4) unsur akibat konstitutif 
5) unsur keadaan yang yang menyertai 
6) unsur syarat tambahan yang dapat dituntut pidana 
7) unsur syarat tambahan yang memperberat pidana 
8) unsur syarat tambahan yang menyebabkan dapat dipidana 
9) unsur objek hukum tindak pidana 
10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, serta 
11) unsur syarat tambahan untuk memeringankan pidana 
                                                             
12Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2015), h.218 
13Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2008), h.82. 
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Dari sebelas unsur tersebut, unsur melawan hukum dan unsur kesalahan 
merupakan unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku tindak 
pidana sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif yaitu unsur yang melekat 
pada perbuatan pelaku tindak pidana. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Membagi atau mengklasifikasikan suatu kelompok benda atau manusia 
dalam jenis-jenis tertentu sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang 
mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar yang diinginkan, 
demikian pula halnya dengan tindak pidana. Teguh Prasetyo dalam bukunya 
hukum pidana mengklasifikasikan jenis tindak pidana ke dalam 6 jenis yaitu : 
1. Kejahatan dan Pelanggaran 
Kejahatan atau delik hukum (wetsdelict) dalam bab II KUHP adalah 
pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, menyebabkan 
terjadinya ketidakseimbangan, keamanan serta ketertiban, misalnya perbuatan 
seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan 
delik undang-undang (wetsdelict) atau pelanggaran dalam buku III KUHP adalah 
melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak menyebabkan 
hilangnya keseimbangan dalam masyarakat, misalnya keharusan untuk 
mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Di 
sini sama sekali tidak tersangkut masalah keadilan. 
2. Delik Formal (formil) dan delik material (materiil) 
Delik formil menekankan pada perbuatan yang dilakukan sedangkan 
akibat hanya hal yang kebetulan atau aksidentalia. Terlepas dari akibat yang 
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mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah dapat dipidana karena bertentangan 
dengan larangan atau perintah.14 Contoh : pencurian pasal 362 KUHP dan 
penghasutan pasal 160 KUHP. 
Sebaliknya delik materil menitik beratkan pada akibat yang dilarang yang 
merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Suatu delik dianggap selesai 
jika akibatnya sudah terjadi, sedangkan bagaimana cara melakukan perbuatan 
tersebut tidak menjadi masalah. Contohnya pembunuhan pasal 33, yang terpenting 
adalah matinya seseorang, sedangkan perbuatannya yaitu cara perbuatan tersebut 
terjadi misalnya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya. 
3. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Delik dolus adalah delik yang didalamnya memuat unsur kesengajaan. 
Contoh dalam KUHP pasal-pasal 162, 197, 310, 338 dan sebagainya. Sedangkan 
delik culpa didalamnya memuat unsur kealpaan. Contoh dalam KUHP pasal 359, 
360 dan 195. 
4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis  
Delik Commissionis, adalah terjadinya pelanggaran terhadap norma yang 
melarang.15 Contoh mengambil, mengancam, menembak, menganiaya, dan 
sebagainya. Sedangkan Delik Omissionis, adalah pembentuk undang-undang 
mengingikan dijalankannya suatu perbuatan yang diperintahkan atau dengan kata 
lain delik omissionis yaitu melanggar norma yang memerintahkan.16 Contoh pasal 
522 KUHP tentang saksi yang tidak menghadap ke pegadilan.  
                                                             
14S.Schaffmeister, dkk., terj. J.E.Sahepaty, Hukum Pidana  (Yogyakarta: Liberty, 1995), 
h.31. 
15S.Schaffmeister, dkk., terj. J.E.Sahepaty, Hukum Pidana), h.32. 
16S.Schaffmeister, dkk., terj. J.E.Sahepaty, Hukum Pidana, h.31. 
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Selain itu, terdapat pula delik omisi semu atau delik commissionis 
permissionis commisa yaitu menyebabkan timbulnya akibat karena kelalaian. 
Kelalain dimana suatu larangan dilanggar dikarenakan tidak adanya perbuatan 
yang diharapkan.17 Contoh seorang ibu yang sengaja tidak menyusui atau 
memberi ASI anaknya sehingga menyebabkan anak meninggal dapat dikenakan 
pasal 338 KUHP. 
5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) 
Delik aduan (klachtdelict) adalah tidak pidana yang dapat dilakukan 
penuntutan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau 
yang terkena serta tergantung jenis deliknya dan ketemtuan yang ada, misalnya 
perzinahan, penghinaan, pemerasan, dan pencurian dalam keluarga. Sedangkan 
delik biasa misalnya pembunuhan, pencurian. 
6. Jenis Delik Yang Lain 
Delik berturut-turut, delik berlangsung terus menerus, delik berkualifikasi, 
delik dengan privilege, delik politik dan delik propria. 
4. Jenis-Jenis Pidana 
KUHP sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia telah 
menguraikan jenis-jenis pidana ke dalam 2 kelompok yang terdapat dalam pasal 
10 KUHP: 
1. Pidana Pokok, terdiri dari : 
a. Pidana Mati 
b. Pidana Penjara 
c. Pidana Kurungan 
d. Pidana Denda 
 
                                                             
17S.Schaffmeister, dkk., terj. J.E.Sahepaty, Hukum Pidana, h.33. 
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2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutah Hak-Hak Tertentu 
b. Perampasan Barang-Barang Tertentu 
c. Pengumuman Keputusan Hakim 
 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi  
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corroptus. 
Selanjutnya, corruption itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu bahasa latin 
yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah kebanyakan bahasa Eropa, Seperti Inggris: 
corruption, corrupt, Prancis: corrupratio, dan Belanda: corruption (korruptie).18 
Dalam ensiklopedia Indonesia; korupsi yang dalam latin corruption sama dengan 
penyuapan; serta corrumpore sama dengan merusak, yaitu gejala bahwa para 
pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan sehingga terjadi penyuapan, 
pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Dalam Bahasa Indonesia yaitu korupsi.19 
Secara harfiah pengertian korupsi adalah sebagai berikut : 
1) Menurut S.Wojowasito, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-
Indonesia, Indonesia-Inggris, Penerbit:Hasta Bandung, korupsi adalah 
kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 
ketidakjujuran 
2) Korupsi memiliki 3 makna : 
- Korup adalah busuk; suka menerima uang suap atau sogok; memakai  
kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya 
                                                             
18Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus  (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 
h.60. 
19Mispansyah dan Amir Ilyas, Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.17. 
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- Korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan 
uang sogok dan sebagainya, 
- Koruptor adalah orang yang korupsi20 
Menurut Jeremy Pope bahwa korupsi adalah menyalahgunakan 
kepercayaan untuk kepentingan pribadi.21 Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Secara umum Korupsi adalah : 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan Negara atau perekonomin Negara”. 
Berdasarkan rumusan dalam pasal 2 ayat (1) korupsi merupakan delik 
formil, menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara atau kerugian 
perekonomian Negara tidak harus sudah terjadi. 22 
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus, dengan subjek hukum 
dapat berupa korporasi, pegawai negeri ataupun setiap orang sebagaimana yang 
terdapat dalam pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wiyono dalam bukunya Pembahasan 
undang-undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, subjek hukum tindak 
pidana korupsi adalah : 
                                                             
20Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.8. 
21Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus  (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 
h.62. 
22Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi 
Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.28 
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a. Korporasi, pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001, berbunyi:  
“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” 
 
Berdasarkan ayat tersebut diatas korporasi terdiri dari beberapa jenis: Sekumpulan 
orang dengan kekayaan yang terorganisasi, atau sekumpulan orang yang 
terorganisasi atau sekumpulan kekayaan yang terorganisasi baik yang berbentuk 
badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Oleh doktrin dapat 
dikatakan korporasi jika memenuhi syarat : 
a. Harta kekayaan yang terpisah 
b. Adanya tujuan tertentu 
c. Mempunyai kepentingan sendiri, dan 
d. Organisasi yang teratur  
 
b. Pegawai Negeri, Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.20 Tahun 2001, 
adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.23 Sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP yaitu Pegawai negeri yang terpilih 
melalui pemilihan umum (MPR, DPR DPD).24 Orang yang menerima gaji atau 
upah dari keuangan atau dari suatu suatu korporasi yang menerima bantuan 
keuangan  Negara atau daerah, Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 
maupun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, atau mempergunakan 
modal atau fasilitas Negara adalah orang yang menerima gaji atau upah dari 
korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari nagara ataupun 
masyarakat. 
 
 
                                                             
23Lihat Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (yang 
kemudian disebut Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.43 Tahun 1999. 
24Lihat pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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c. Setiap Orang 
Setiap orang yang dimaksud dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 
adalah orang perseorangan atau korporasi. Maksud ketentuan tersebut adalah 
bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi baik pejabat pemerintah, 
maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau korporasi serta dapat merugikan keuangan Negara 
maka dapat jatuhi hukuman/sanksi atau pemidanaan. 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Dalam undang-undang tindak pidana korupsi dirumuskan dalam dua 
kelompok, yakni : 
a. Dalam Bab II kelompok tindak pidana berjudul Tindak Pidana Korupsi, 
dimulai dari pasal 2 higuga pasal 20 
b. Dalam Bab II kelompok tindak pidana yang berjudul Tindak pidana Lain 
yang berkaitan dengan Tindak Pidan Korupsi, dimulai dari pasal 12 hingga 
pasal 24.25 
Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara 
yaitu tindak pidana korupsi yang melawan hukum dengan melakaukan suatu 
perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.26 Selain tiu 
tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara yaitu tindak 
                                                             
25Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 2 (Jember: Jember Katamedia, 2017), h.13. 
26Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 
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pidana korupsi penyalahgunaan kewenann yang dilakukan oleh setiap orang untuk 
menguntungkan diri sendiri.27 Unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut : 
- Setiap orang  
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain/suatu korporasi,  
- Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan  
-  Menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara 
 
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 
Jika kita melihat pasal-pasal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
terdapat dua jenis tindak pidan korupsi, yakni : 
1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain/suatu korporasi 
dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara 
(pasal 2 ayat (1)) 
2. Penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, orang 
lain/suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan 
pereonomian Negara (pasal 3) 
Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU 
No.20 tahun 2001, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa  tindak pidana 
korupsi dapat di kelompokkan sebagai berikut: 
1. Melawan Hukum Untuk Memperkaya diri sendiri atau korporasi, 
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, jabatan atau kedudukan yang 
ada padanya untuk diri sendiri atau korporasi. 
                                                             
27Lihat Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 
24 
 
 
 
Kewenangan yang dimaksud adalah kekuasaan yang dimiliki untuk 
melakukan sesuatu. Dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau 
kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah kekuasaan atau hak yang ada 
dan melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yang 
diperlukan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan baik.28 
3. Korupsi yang bersifat menyuap, 
4. Korupsi yang bersifat perbuatan curang, 
5. Korupsi yang bersifat penggelapan. Penggelapan adalah pencurian sumber 
daya oleh orang-orang tanpa melibatkan warga sipil.29 
6. Korupsi yang bersifat gratifikasi,  
Setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan 
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun ketentuan ini  
tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada 
KPK.30 
7. Korupsi yang bersifat pemerasan.  
Pemerasan dalam artian “pemerasan jabatan”, artinya dimana seseorang 
meminta uang, barang atau sesuatu hal lainnya, agar membuat keputusan atau 
kebijakan yang dapat menguntungkan bagi si pemberi.31 
                                                             
28Abdul Latif, Hukum Adminitrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2014), h.45. 
29Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan 
Hukum di Atas Hegemoni Oligarki  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.116. 
30Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan 
Hukum di Atas Hegemoni Oligarki, h.113 
31Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan 
Hukum di Atas Hegemoni Oligarki (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.122. 
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5. Penjatuhan Hukuman  Bagi Pelaku Perkara Tindak Pidana Korupsi 
Penjatuhan hukuman bagi pelaku perkara tindak pidana korupsi 
berdasarkan ketentuan Undang-undang No.31 tahu 1999, (Evi Hartanti; 2014), 
berupa : 
a. Pidana Mati 
Hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1999 
yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah 
tindak pidana korupsi  tersebut dilakukan saat Negara dalam kondisi bahaya, 
seperti saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana 
korupsi maupun pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter). 
b. Pidana Penjara 
Terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 24 yaitu pasal 2 ayat (1), 
pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, 
pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.  
Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dalam pasal 2 ayat (1), 
pasal 3 dan pasal 12. Pidana penjara paling singkat sedikit 1 (satu) tahun dan 
paling lam 20 (dua puluh) tahun dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 12. 
c. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, keuntungan tetentu 
yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana. 
2. Uang pengganti yang dibayar jumlanya sama sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi 
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3. Perampasan barang-barang tertentu seperti barang bergerak yang 
berwujud atau tidak berwujud, barang bergerak atau tidak bergerak yang 
digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 
didalamnya perusahaan milik terpidana tempat korupsi dilakuan, maupun 
barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 
4. Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun penutupan seluruh atau sebagian 
perusahaan 
5. Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti setelah putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap paling lama dalam waktu 1 
(satu)  bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang 
oleh jaksa sebagai uang pengganti tersebut. 
6. Jika terpidana tidak mempunyai cukup harta untuk membayar uang 
pengganti maka terpidana dipidana penjara yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang No 31 tahun 1999. 
C. Putusan Hakim 
Terdapat berbagai definisi mengenai putusan hakim di Indonesia hal ini 
disebabkan Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan dari Belanda 
dan istilah-istilah hukumnya diterjemahkan oleh ahli bahasa bukan ahli hukum. 
Ada berbagai putusan hakim/putusan pengadilan yaitu : 
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1. Putusan Bebas,  
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan yang dinyatakan bebas 
dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal32 serta dari hasil pemeriksaan di 
persidangan pengadilan berpendapat tidak terbukti secara sah artinya tidak cukup 
terbukti menurut penilaian hakim dalam persidangan  tidak meyakinkan maka 
terdakwa diputuskan bebas berdasarkan pasal 19 ayat (1) KUHAP33 atau tidak 
terpenuhinya asas batas Minimum pembuktian,34 yaitu asas unus testis nullus 
testis yang artinya satu saksi bukan saksi. 
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan 
Berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP, terdakwa dijatuhakan putusan 
lepas jika pengadilan berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan 
merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut bisa saja 
merupakan suatu pebuatan yang melanggar hukum perdata maupun hukum yang 
lain. 
3. Putusan Pemidanaan 
Putusan pemidanaan adalan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa 
dalam artian segala yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan, diatur dalam pasal 193 KUHAP.  Hakim dalam menjatuhkan pidana 
                                                             
32M.Yahya Harahap, Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.347. 
33Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.56. 
34Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) 
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kepada terdakwa hars didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan 
keyakinan hakim yang terbentuk didasrakan pada alat bukti yang sah tersebut.35 
4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili 
Penetapan tidak berwenang mengadili dinyatakan dalam proses 
persidangan yang dinyatakan oleh pengacara setelah mendengar dakwaan. Jika 
majelis hakim berpendapat sama dengan pengacara maka majelis hakim 
menetapkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili, 
sebagaimana amanah dalam pasal 156 ayat (2) KUHAP dan pasal 84  KUHAP 
tentang kewenangan mengadili yang berdasarkan tempat tindak pidana dilakukan, 
pengadilan negeri tempat terdakwa bertempat tinggal. 
5. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima 
Penjatuhan putusna ini berpedoman pada pasal 156 ayat (1) KUHAP. 
Putusan ini menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum kurang cermat dalam :36 
- Delik adauan yang diharuskan tidak ada 
- Nebis in Idem (perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah 
diadili atau memiliki kekuatan hukum yan tetap. 
- Daluwarsa atau hak penuntutan telah hilang 
6. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum 
Alasan pokok menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum : 
a. Dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan, atau  
b. Tidak menjelaskan dengan rinci peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa 
                                                             
35Muh.Amiruddin, “Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 2 Desember 2017”, Peran Saksi 
Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4059 (7Januari 2019) 
36Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.56. 
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c. Dakwaan obscuur libel atau kabur, karena tidak dijelaskan bagaimana 
kejahatan tersebut dilakukan, atau 
d. Penuntut umum melanggar pasal 144, seperti merubah surat dakwaan satu 
ataupun dua hari sebelum hari persidangan, atau surat dakwaan diubah lebih 
dari satu kali.37 
Surat dakwaan dapat dibatalkan apabila sudah dibacakan di muka sidang 
pengadilan dan di mana terdakwa atau penasehat hukum mengajukan perlawanan 
atau eksepsi dan hanya dapat dilakukan oleh hakim.38 
D. Kepala Desa 
Kepala desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang,39 tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Desanya dan melaksanakan tugas dan fungsi40 dari pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. Kepala Desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintah 
Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
 
E. Penyalahgunaan Kewenangan 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu 
kewenangan atas perintah undang-undang. Terjadinya penyalahgunaan kewenang 
bukanlah merupakan suatu kealpaan, sebab dilakukan dengan sadar, yaitu 
                                                             
37M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.359. 
38Suharto, RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 
h.52. 
39Lihat pasal 26 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
40Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun No.84 Tahun 2015 Tentang 
Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 
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mengalihkan tujuan yang diberikan kepada wwenang itu.  Wewenang adalah 
keseluruhan aturan-aturan yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.41 
Wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau 
perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum,42 yang 
didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan 
tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut. 
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum administrasi 
Negara, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 undang-undang administrasi 
pemerintahan, penyalahgunaan Kewenangan (detournement depouvoir) apabila 
badan /atau pejabat pemerintah;43 
a. Melampaui wewenang 
b. Mencampuradukkan wewenang 
c. Sewenang-wenang 
 
Melampaui wewenang yang selanjutnya diuraikan dalam pasal 18 undang-
undang adminitrasi pemerintahan; 
a. melampaui masa jabatan atau batas batas berlakunya jabatan 
b. melampaui batas berlakunya wewenang 
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
 
Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hal ini pejabat menggunkan 
wewenangnya untuk tujuan lain yang menimpang dari tujuan yang diberikan 
wewenang itu. 
                                                             
41H.D.Stout dalam bukunya Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.98. 
42P.Nicolai dalam bukunya Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan  (Cet. 2; 
Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h.102. 
43Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
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F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam 
1. Pengetian Tindak Pidana Korupsi 
Dalam hukum islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang 
pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena 
sistem administrasi belum dikembangkan. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi 
dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. 
Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip.44 
Dalam bahasa Arab, korupsi disebut risywah yang berarti penyuapan. 
Risywah juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan 
merusak dan khianat, korupsi juga disebut fasad (ifsad) dan ghulul.45 
Pada umumnya para ulama menghubungkan Ghulul dengan peristiwa perang Uhud 
tahun ke-3 H, meskipun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini 
turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pasa saat perang 
Badar.46. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS.Ali-Imran/3:161. 
ََ امَو َََناك ٍّ ِيبَنِل ََنا  ََُّلغَّي  َنمَو  َُلل  غَّي  َت َأي َ بََّلََغام ََم  وَي َ اََمٰي قل َ ة  َُمث ََُوتَ فی  َلُك َ  س ڧَن ا َّم 
 ََتبَسَك 
 َمُهَو ََل  َوَُمل  ُظي ََن٠ 
Artinya : Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta 
rampasan perang). Barang siapa berkhianat, nsicaya pada hari kiamat dia 
akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap 
                                                             
44Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.72. 
45M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h.36. 
46M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam  h.79. 
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orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang 
dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.47 
Ayat ini mengandung pesan hukum bahwa al-guluul itu hukumnya haram-
sesuatu yang diimplikasikan dari penggunaan klausa “al-tarhib” atau “al-wa’id”,  
yakni berupa    َ ةهَمٰي ق لا ََم  ََوي ََّلَغ ََ ام ب  َت َأي  َُلل  غَّي  َنم و .48 
Hal ini dijelaskan dalam hadis Abuu Dawud, 
 َنَع َُد  َبا َُەَّل  َن ب ََُرب َ َەد  ي  َنَع  ََا َ ب َە ي  َنَع َ  ي بَّن ََر ٯُس َُل َ  الّٰ ََّلَص َُ  الّٰ    َە َيلَع ََٯ ََمَّلَس ََلَق : 
ََأَاََمفًَاق  ز  رَُهَان قَزََرفَ  لَمَعََىلَعَُهَان لَم َعت  ساَ  نَمََذَخََد  َعبَََُهفََك َلذَ َلُولُغََو  
Artinya: Dari Abdullah bin Buraidah dari Bapaknya, Dari Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang kami angkat sebagai pegawai untuk 
suatu tugas pekerjaan, kemudian kami berikan kepadanya gaji, maka apa 
yang dia ambil di luar itu merupakan tindakan khianat lagi merugikan pihak 
lain (gulul). (HR.Abuu Daawud, 1/428/No.2943).49  
Meskipun didalam Al-qur’an dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang 
korupsi, namun disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan 
dengan penyuapan atau pencurian karena barang atau harta yang diambil adalah 
milik orang lain atau milik Negara yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak 
lain. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 
Beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur 
dan definisi yang mendekati terminology korupsi di masa sekarang, bebrapa 
                                                             
47Syaamil Al-Qur’an,  Departemen Agama RI  Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung : PT 
Sygma Examedia Arkanleema) 
48Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Tindak 
Pidana Korupsi Di Indonesia  (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 
h.114. 
49
 Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Tindak 
Pidana Korupsi Di Indonesia, h.115. 
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jarimah tersebut adalah ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghasab 
(mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian), hirabah 
(perampokan), al-maks (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan) dan al-ihtihab 
(perampasan). 
a)  Ghulul (penggelapan) 
Secara etimologis kata ghulul berasal dari kata kerja “َُل ل  غَي –  َلَلَغ” , 
diartikan oleh Ibnul al-Manzhur dengan “sangat kehausan dan kepanasan”. 
Adapun kata “َُل  ُوُلغ لا ” dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang, 
sebagaimana dalam QS.Ali-Imran/3:161.50  
Secara terminologis Rawas Qala’arju dan Hamid Sadiq Qunaibi 
megemukakan ghulul adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam 
hartanya.51 
b) Risywah (penyuapan) 
Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab “وُش  َرَي - َرََش ” 
yang masdar, bisa dibaca hurf ra’-nya dibaca kasrah, fathah atau dammah berarti 
“َُلعَج لا”, yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Secara terminologis, risywah 
adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau 
sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau 
menyalahkan yang benar.52 
c) Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain) 
                                                             
50M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h.78-79. 
51M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam,  h.81. 
52M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, h.89. 
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Secara etimologis ghasab berasal dari kata kerja “ًاب  صَغ” yang berarti 
mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Muhammad al-Khatib al-Syarbini 
menjelaskan definisi ghasab secara etimologis lebih lengkap dari definisi di atas, 
yaitu : secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum 
mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secra terang-terangan. 
Sedangkan al-Jurjani mendefinisikan ghasab secara etimologis yaitu mengambil 
sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lain. Sedangkan secara 
terminologis, ghasab adalah upaya untuk menguasai hak orang lain secara 
permusuhan/terang-terangan.53 
d) Khianat 
Kata khianat berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata 
kerja “ََن  وُخَي” – “ََناَخ”, yangberarti sikap tidak becusnya seseorang pada saat 
diberikan kepercayaan.54 
e) Sariqah (Pencurian) 
Secara etimologis sariqah adalah bentuk masdar dari kata “ًاق  رَس” – 
“َُق  ر  سَي” – “ََقَرَس”, yang berarti mengambil harta milik seseorang secara 
sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis 
sariqah dalam syariat islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh 
dirham yang masih berklaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan 
dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembuni-sembunyi serta tidk terdapat 
                                                             
53M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam ( Jakarta: Amzah, 2014), h.105. 
54M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, h.111. 
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unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang 
masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.55 
f) Hirabah (Perampokan) 
Secara etimologis hirabah adalah bentuk masdar dari kata kerja  ََُەب اَرَحَو” 
– “ ََُەبَر اَحُم ” – “َُب  راَُحي” – “ََبَراَح” yang berarti “ ََُەَلتَاق ” yakni memerangi 
atau dalam kalimat “ ََبَراَحُﷲ ” berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. 
Secara terminologis, muhariib atau quttaa’u al-tariiq adalah mereka yang 
melakukan penyerangan dengan membawa sejata kepada satu komunitas sehingga 
para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara 
terang-terangan.56  
3. Ghulul (Penggelapan) 
Atas dasar Qs.Ali-Imran/3:161 dan Hadis Abu Dawud pada mulanya 
ghulul adalah tindakan menggelapkan sebagian harta rampasan perang dan harta-
harta Negara dalam bentuk lain, seperti harta zakat. Jarimah ghulul terhadap harta 
rampasan perang terjadi di zaman Rasulullsah s.a.w harta yang digelapkan berupa 
sebuah mantel, tali sepatu dan manik-manik seharga dua dirham.57 Dalam hukum 
pidana islam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 
3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diidentifikasi dengan merujuk kepada 
masalah al-ghulul dan al-suht yang dikecam dilarang keras baik dalam al-qur’an 
maupun hadits. 
                                                             
55M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, h.117. 
56M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h.122-
123. 
57M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, h.165. 
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Hadis Abu Dawud No.2943 mengandung pesan bahwa keuntungan yang 
diperoleh pegawai pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang 
berlaku merupakan al-ghulul. Berdasarkan ayat dan hadits di atas al-ghulul pada 
intinya berkenaan dengan 2 hal yaitu berlaku khianat dan merugikan pihak lain. 
Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perspektif hukum islam, al-ghulul dan al-
suht termasuk bentuk tindakan al-ma’siyyah58 dan apa yang dikriminalisasi oleh 
pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 termasuk dalam varian  al-
ma’siyyah.59 
Secara doktriner al-ghulul dan al-suht termasuk dalam kriminalisasi ta’zir60, 
dan kriminalisasi ta’zir ini di wujudkan melalui peran hakim (dalam bentuk 
putusan pengadilan) atau pemerintah (dalam bentuk perundang-undangan).61  
a) Unsur-Unsur Ghulul 
Unsur utama al-ghulul adalah “ٍِّهِع اَتَم ٍّ يِڧ ٍّ هَّس ٍّد ٍَّو ٍّء 
ٍّ يَّشل ا ٍّ ذ خ ٍّ
َ
أ” yang berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikan di 
dalam hartanya. Kata sesuatu      ini untuk konteks yang terjadi pada zaman 
                                                             
58Ma’siyyah adalah perilaku yang menyimpang dari syariat. Kadar penyimpangan sangat 
beragam, mulai dari yang sederhana dan berkategori ringan sampai dengan penyimpangan yang 
berkategori berat. Lihat Ahmad Hariadi, “Tafsir Kunci Al-qur’an”, Mengkaji Al-qur’an Dengan 
Kata Kunci” https://katakuncialquran.wordpress.com/2007//06/29/halo-dunia/ (14 Desember 
2018) 
59Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Tindak 
Pidana Korupsi Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 
h.115. 
60Ta’zir menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) bagi ‘azzara yag berarti menolak dan 
mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan dan membantu. Ta’zir uga berarti 
hukuman yang berupa member pelajaran. Disebut dengan ta’zir karena hukuman tersebut 
sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepad ajarimah atau dengan kata lain 
membuatnya jera. Dalam bukunya M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih jinayah (Jakarta: Amzah, 
2013), h.136. 
61Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Tindak 
Pidana Korupsi Di Indonesia, h.116 
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Rasulullah s.a.w berupa harta rampasan perang sebagiamana definisi ghulul itu 
sendiri penghianatan terhadap harta rampasan perang.62 Unsur lain ghulul adalah: 
1) menyebabkan kerugian bagi perekonomian Negara yang mengakibatkan 
terhambatnya pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 
2) Mengambil gaji diluar apa yang telah menajdi haknya 
3) tindakan mengkhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang 
tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan terhadap harta rampasan 
perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkan kepada pemimpin untuk dibagi 
menjadi lima bagian.63   
b) Sanksi Ghulul 
Ghulul mirip dengan riddah, walaupun dalam ayat Al-qur’an tidak 
disebutkan cara menangani dan jumlahnya, akan tetapi terdapat beberapa hadis 
Rasulullah s.a.w dengan tegas menyebutan cara penanganannya dan jumlah sanksi 
keduanya. Hal inilah yang membedakan antara ghulul dan jarimah qisas. Ghulul 
dikategorikan sebagai jarimah ta’zir. Sanksi bagi pelaku ghulul adalah sanksi 
moral berupa jenazah pelaku ghulul tidak dishalatkan oleh Rasulullah s.a.w 
karena korupsi terhadap permata atau manic-manik yang nilainya tidak mencapai 
dua dirham (saat ini sekitar Rp.127.500,00).64  
                                                             
62M.Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h.166. 
63M.Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h.167. 
64Terjemahan lengkap hadis tersebut sebagai berikut: “Dari  zaid Khalid al-Juhani, 
sesungguhnya ada seorang sahabat Rasulullah s.a.w meninggal saat peristiwa penaklukan Khaibar, 
hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah s.a.w sehingga beliau 
bersabda: Shalatkanlah saudara kalian ini! Pada saat itu, raut muka orang-orang berubah (karena 
keheranan dengan perintah Rasulullah ini) maka Rasulullah s.a.w mengatakan, sungguh saudara 
kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah. Ketika itu kami langsung 
memeriksa harta bawaannya dan kami menemukan Khazaran (intan/permata) dari intan/manik-
manik atau permata orang Yahudi yang tidak mencapai dua dirham.” (HR. Abu Dawud), lihat 
Khalil Ahmad al-Siharanfuri, Badzlu al-Majhuud fii Halli Abii Daawuud (Beirut: Dar al-Kutub al-
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Selain itu dalam suatu peristiwa kasus hadiah untuk petugas pemungut 
zakat di distrik Bani Sulaiman, Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibnu al-
Artabiyyah), kasus ini terjadi pada tahun 9 H, sekembalinya Ibnu al-Artabiyyah 
dari bertugas, ia melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehkannya dan 
beberapa yang ia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas), sambil 
berkata ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara) dan yang ini 
dihadiahkan untuk saya. Mendengar laporan seperti ini Rasulullah s.a.w tegas 
bersabda kepada Ibnu al-Artabiyyah, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah 
bapak dan ibu kamu sehingga hadiah itu datang sendiri untuk kamu, jika memang 
benar demikian ? Kemudian beliau langsung naik ke  imbar berpidato kepada 
orang banyak untuk meberitahu public, disamping agar petgas itu jera karena 
dibicarakan oleh atasannya di depan khalayak.65 
Dengan demikian, perbuatan ghulul terhadap harta rampasan perang tidak 
dikriminalisasikan melainkan secara berulang kalidiancam dengan neraka sebagai 
ukhrawi, dengan tetap mengedepankan pembinaan moral, baik kepada pelaku 
maupun kepada masyarakat. 
                                                                                                                                                                       
Ilmiyyah, tth), jilid 11, h.284-286. Dalam bukunya M.Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana 
Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h.82-83 
65HR. al-Bukhari dan Muslim. Lihat al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, h.1832-1833. 
Dalam buku M.Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h.86. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Peneliti 
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar untuk memperoleh sejumlah 
informasi terkait dengan kasus yang diteliti baik dengan melakukan wawancara 
dan berupa arsip resmi serta dokumentasi saat melakukan penelitian. Jenis 
penelitian dengan fokus kajian pendekatan normatif-Empiris. Pendekatan 
normatif, adalah salah satu jenis penelitian yang mempergunakan asas-asas serta 
peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis 
permasalahan, sedangkan pendekatan Empiris adalah suatu cara yang digunakan 
dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum 
bekerja didalam masyarakat1. Sehingga yang dimaksud dengan normatif-Empiris 
adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan 
pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan kenyataan hukum dalam praktek 
yang dijalankan oleh Pengadilan. Dalam hal ini bagaimana penerapan Undang-
undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 
1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terkait kasus korupsi yang dilakukan kepala Desa, Desa Waetuwo, 
Kecamatan Tanasitolo kabupaten Wajo 
                                                             
1Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 
(Cet. II; Depok: Peranamedia Group, 2018), h.150.  
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan, sebagai satu-satunya pengadilan negeri yang berwenang 
mengadili kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulawesi selatan 
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011tentang pengoperasian pengadilan 
tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar berwenang memeriksa, 
mengadiki dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan amanat 
dari Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang pengadilan tipikor2. Selain itu 
terdapat pula hal menarik dalam kasus yang peneliti angkat, yakni dalam kasus ini 
tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara bersama-
sama antara kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa yang terjadi di Desa 
Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Kasus tersebut diadili secara 
terpisah di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan hukuman terhadap kasus tersebut yang diadili secara terpisah 
sedangkan kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama serta bagaimana 
penerapan undang-undang tindak pidana korupsi terkait kasus tersebut. 
 
 
 
 
                                                             
2Pasal 3 Undang-undang No.46 tahun 2009 berbunyi: pengadilan tindak pidana 
berkedudukan disetiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum 
pengadilan negeri yang bersangkutan. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu : 
1. Pendekatan perundang-undangan (hukum) yaitu pendekatan yang 
menggunakan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kasusu 
yang diteliti. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang No.20 
tahu 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  
2. Pendekatan Kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan telaah pada 
kasus yang terkait dengan menganalisis studi putusan 
No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/PN Mks 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat3 yaitu wawancara 
langsung dengan hakim aktif Pengadilan Negeri Makassar dan satu atau dua 
orang narasumber yang ditentukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga 
dapat menjadi narasumber yang dianggap telah memenuhi berbagai informasi 
yang diperlukan. 
b. Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer4 berupa putusan hakim, data yang diperoleh dari arsip-arsip 
resmi yang di Pengadilan Negeri Makassar sesuai bahan yang terkait dalam 
penelitian ini. Perundang-undangan dalam penelitian ini yang digunakan 
                                                             
3Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Pelelitian Hukum (Cet. I; Jakarta: PT 
Raja Garfindo Persada, 2004), h.118. 
4Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Pelelitian Hukum, h.119. 
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adalah undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-
undang no.30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dengan melakukan 
wawancara kepada narasumber terkait objek yang akan diteliti. Narasumber ini 
ditentukan dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau 
kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah dan memberikan 
informasi terkait kasus yang dijadikan objek penelitian. Serta data sekunder 
berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip resmi  yang diperoleh di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
  
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Dalam penelitian pustaka, penulis melakukan data melalui berbagai literature 
abik berupa buku, jurnal dan karya tulis lainnya  yang relevan dengan 
penulisan skripsi ini. 
2. Interview (wawancara), merupakan sebuah proses tanya jawab dalam 
penelitian berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka, 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-
keterangan dari narasumber dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang 
relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden5.  Adapun 
                                                             
5Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Pelelitian Hukum (Cet. I; Jakarta: PT 
Raja Garfindo Persada, 2004), h.82.  
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narasumber yang diwawancarai yakni hakim aktif dan pegawai di Pengadilan 
Negeri Makassar. 
3. Dokumentasi yaitu menelusuri data yang diperoleh dari pengadilan Negeri 
Makassar berupa dokumen dan arsip resmi. 
E. Instrument Penelitian 
Instrumen penelitian berisi penjelasan mengenai alat pengumpul data yng 
disesuaikan dengan jenis penelitian. Alat penelitian dalam penelitian ini adalah 
peneliti itu sendiri. Guna melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan  yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan pada metodologi penelitian.6 Agar 
validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan 
data. 
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
1. Pedoman wawancara, adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face to 
face), yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dalam bentuk 
daftar pertanyaan (questionnaire)7 untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 
relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. 
2. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 
atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
 
 
                                                             
6Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian, edisi revisi (Cet. I; Makassar: Alauddin 
Pres, 2013), h.17.  
7Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Pelelitian Hukum (Cet. I; Jakarta: PT 
Raja Garfindo Persada, 2004), h.89. 
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F. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Tekhnik Pengelolaan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif 
dengan cara: 
a) Reduksi data, merupakan proses mengubah rekaman data kedalam pokok 
permasalahan terkait penelitian. 
b) Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, 
informasi yang dikumpulkan. Apabila masih belum lengkap, maka diusahakan 
melengkapai kembali dengan melakukan koreksi ulang kesumber data yang 
bersangkutan.  
c) Penyajian data, adalah mengumpulkan data dengan cara memasukkan data 
yang satu dengan data yang lain yang dikaitkan dengan teori-teori yang terkait 
dengan penelitian sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara 
rinci. 
d) Pengambilan keputusan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi, 
editing dan disajikan.penyajian data untuk menarik suatu kesimpulan terhadap 
pokok bahasan. 
2. Analisis Data 
Analisis yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya 
penulis mengumpulkan berbagai data yang diperoleh melalui wawancara, dan 
dokumentasi, yang dikelola melalui teknik pengelolaan data berupa reduksi data, 
penyajian data dan pengambilan keputusan. Kemudian data tersebut akan di 
analisa dengan  pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dengan 
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mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan analisa teoritik atau berdasarkan teori yakni konsep yang bersifat 
umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data8, kemudian 
dibuatkan kesimpulan agar lebih mudah dipahami. 
                                                             
8Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Cet. 15; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2015), h.35. 
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BAB IV 
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI 
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 
 
A. Selayang Pandang Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, yakni 
pada tahun 1916. Pada awalnya pengadilan Negeri Makssar selain berfungsi sebagai 
tempat penghukuman rakyat pribumi, juga menjadi tempat untuk mencari keadilan 
bagi warga asing yang bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya. Sejak masa 
kemerdekaan sampai saat ini gedung Pengadilan Negeri Makassar sudah sering 
mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. 
Karena itulah gedung pengadilan negeri Makassar yang masih kental dengan corak 
khas Belanda tersebut.  
Letak pengadilan negeri Makassar sangat strategis. Berada ditengah-tengah 
kota Makassar tepatnya di jalan Kartini No.18/23 kota Makassar provinsi Sulawesi 
Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut : 
- Sebelah Selatan (depan pintu masuk) berbatasan dengan lapangan Karebosi 
- Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Bank mandiri cabang Makassar 
- Sebelah Utara berbatasan dengan monument mandala 
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah sakit Plamonia 
Pada bulan Mei 2011 dimulainya Pengoperasian pengadilan tindak pidana 
korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak pidana 
korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
022/KM/SK/ II/ 2011 tanggal 7 Februari 2011.  
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Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, diadili oleh hakim ad.hoc 
dan hakim karier.1 Nama-nama hakim ad.hoc tindak pidan korupsi: 
1. Rostansar, SH.,MH. 
2. Paelori, SH . 
3. DR. Abdur Razak,S.H.,MH. 
4. Andi Syukuri Syahrir, SH., MH. 
5. H.ABD. Rahim Saije, SH. 
6. Ahmad, SH. 
Tabel.1 
Nama-nama Hakim pengadilan Negeri Makassar kelas IA Khusus 
No Nama Jabatan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Kemal Tampubolon, SH., M.H 
Tito Suhud, SH., M.H 
Denny Lumban Tobing, SH., M.H 
Baslin Sinaga, SH., M.H 
Bonar Harianja, SH., M.H 
Adhar, SH., M.H 
Cening Budiana, SH., M.H 
Teguh Sri Raharjo, SH., M.Hum 
Daniel Pratu, S.H 
Imam Supriadi, SH., M.H 
Ketua 
Wakil Ketua 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
                                                             
1Hakim ad.hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan 
dalam undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi, sedangkan hakim karier adalah hakim 
pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak 
pidana korupsi (lihat pasal 1 ayat (2) dan (3)) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan 
tindak pidana korupsi. 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Yuli Effendi, SH., M.H 
I Made Subagia Astawa, SH., M.Hum 
Rika Mona Pandegirot, SH., M.H 
Riyanto Aloysius, SH., M.H 
Suratno, SH., M.H 
Ni Putu Sri Indayani, SH., M.H 
Bambang Nurcahyono, SH., M.H 
Widiarso, SH., M.H 
Muhammad Salam Giri Basuki, SH., M.H 
Basuki Wiyono, SH., M.H 
Harto Pancono, SH., M.H 
Aris Gunawan, SH., M.H 
Doddy Hendrasakti, SH., M.H 
Budiansyah, SH., M.H 
Yanto Susena, SH., M.H 
Rusdiyanto Loleh, SH., M.H 
Heneng Pujadi, SH., M.H 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, Tahun 2018. 
Pada awal pengoperasian peradilan tindak pidana korupsi jumlah kasus pada 
tahun tersebut sebanyak 68 perkara dan pada tahun 2012 sebanyak 86 perkara2. 
Berikut daftar perkara tindak pidana korupsi tahun 2014-2018. 
 
 
                                                             
2
 Sumber Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. 
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Tabel.2 
Jumlah Perkara Tipikor Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2018 
Tahun Jumlah Perkara Tipikor Jumlah Perkara Tipikor yang dilakukan oleh Kepala Desa 
2014 105 8 
2015 98 4 
2016 125 1 
2017 134 10 
2018 112 20 
JUMLAH 574 43 
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, tahun 2018. 
B.  Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan 
Negeri Makassar Pada Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/Pn Mks  
Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang No.20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi di 
pengadilan Negeri Makassar yang penulis teliti yakni putusan dengan register perkara 
No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks, yaitu sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Andi Fajar Bakti sebagai kepala desa Waetuwo Kecamatan 
Tansitolo Kabupaten Wajo berdasarkan SK bupati Wajo tanggal 10 September tahun 
2010, No.393/KPS/IX/2010. 
Pada tahun 2016 mendapat dana desa yang bersumber dari APBN TA. 2016 
sejumlah Rp.637.250.078,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh 
puluh delapan rupiah). 
Berdasarkan hasil musyawarah desa, dana desa sejumlah Rp.637.250.078,- 
(enam ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah), 
disepakati dipergunakan untuk pengerasan jalan, jln.Waetuwo/Wawengrewu dan 
Talud dengan volume 421 x 5 x 0,2 M dengan anggaran Rp.381.805.200,- (tiga ratus 
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delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan perincian 
sebagai berikut: 
- Untuk pelaksanaan jalan Waetuwo dan Talud volume 575 x 5 x 0,2 M senilai 
Rp.368.598.200,- (tiga ratus enam puluh delpan lima ratus Sembilan puluh 
delapan dua ratus rupiah) 
- Untuk biaya desain RAB dan honor TPK, senilai Rp.12.207.000,- (Dua belas 
juta dua ratus tujuh ribu rupiah) 
Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, Andi Fajar Bakti selaku 
kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai SK. No. 
16/KPTS/VI/DW/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang pembentukan tim pelaksana 
kegiatan dana desa TA. 2016 dengan susunan anggota: ketua (Indo Hasnawati), 
Sekretaris (Sapaing,S.Pd) dan Anggota (Andi Abidin dan Irma). Indo Hasnawati 
selaku TPK, tidak ikut dalam pelaksana kegiatan karena yang bersangkutan hamil 
tua/mau  melahirkan sehingga kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa. 
Pada tanggal 20 Juni 2016 dibuatlah SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara 
terdakwa selaku kepala desa sebagai pihak pertama dengan Indo Hasnawati selaki 
ketua TPK sebagai pihak kedua. Dengan isi SPK pada pokoknya adalah: 
- Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.381.805.200,- (tiga ratus 
delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) termasuk 
pajak 
- Pembayaran pada pihak kedua dilakukan setelah dilengkapi berita acara 
pemeriksaan barang dan penerimaan barang/pekerjaan oleh kepala 
desa/petugas yang tunjuk. 
- Pihak kedua secara teknis bertanggung jawab atas pekerjaan yang 
dilaksanakan sesuai RAB. 
- Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua paling lama 60 (enam puluh) hari 
penyerahan akhir selambat-lambatnya tanggal 30 November 2016. 
 
Indo Hasnawati selaku ketua TPK tidak pernah mengundang dan meminta dua 
penawaran secara tertulis kepada penyedia barang dan jasa yaitu UD. Fahri dan Rizal 
Kusen. Ketua TPK tidak pernah bersurat, penyedia barang dan jasa ditunjuk langsung 
oleh terdakwa. 
Pada tanggal 20 Juni 2016 pemerintah Desa Waetueo menerima pencairan 
dana desa dari kas daerah Kab.Wajo dan telah masuk ke rekening pemerintah Desa 
Waetuwo sebesar Rp.382.350.047,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima 
puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), dan sebesar Rp.381.805.200,- (tiga ratus 
delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) untuk kegiatan 
perkerasan jalan Waetuwo Wawengrewu dan Talud untuk modal badan Usaha milik 
Desa (BUMDes). 
Bahwa DD sebesar Rp.381.805.200,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta 
delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: 
tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta 
rupiah), tanggal 08 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah), tanggal 27 September 2016 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) yang dicairkan oleh Saharuddin selaku bendahara Desa dan terdakwa dimana 
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uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengelola sendiri uang 
tersebut. 
Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara pembayaran adalah 
dokumen yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kondisi rill dilapangan, 
demikian pula LPJ fiktif yang dibuat oleh Sofyan selaku sekretaris Desa dan 
Saharuddin selaku Bendahara Desa karena peekerjaan selesai 100% padahal belum 
selesai 100% yang ditanda tangani oleh UD. Fahri Utama dan sekretaris desa. 
Sesuai dengan pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan jalan waetuwo 
Wawengrewu dan Talud adalah pekerjaan perkerasan jalan dimana ditemuan adanya 
kekurangan volume perkerasan jalan senilai Rp.126.894.283, 40 sen dan kekurangan 
volume untuk pekerjaan Talud senialai Rp.60.133.535, 26 sen. Dikurangi pajak 
sebesar Rp.20.486.773,- sehingga diperoleh sisa Rp.166.541.046,66 sen. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan Arie Chandra Dinata Noor, SH., 
Bambang Nurdyantoro, SH., Supinto Priyono, SH., dan A. Saifullah, SH., selaku 
jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas tertanggal 17 Mei 2017 
mengajukan Andi Fajar Bakti ke persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut: 
Dakwaan KESATU 
PRIMAIR: Perbuatan terdakwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa 
Waetuwo bersama dengan INDO HASNAWATI (Ketua TPK), SOFYAN (sekretaris 
desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa)   diatur dan diancam Pidana pada 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
SUBSIDIAIR : Perbuatan terdakwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa 
Waetuwo bersama dengan INDO HASNAWATI (Ketua TPK), SOFYAN (sekretaris 
desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa)   diatur dan diancam Pidana pada 
52 
 
Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP. 
Dakwaan Kedua 
Bahwa perbuatan terdakwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa 
Waetuwo bersama dengan INDO HASNAWATI (Ketua TPK), SOFYAN (sekretaris 
desa) dan SAHARUDDIN (bendahara Dana Desa) diatur dan diancam Pidana pada 
Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP. 
3. Alat Bukti 
Adapaun alat bukti yang diajukan penuntut umum untuk membuktikan 
dakwaan penuntut umum di depan persidangan sebagai berikut : 
a. Keterangan Saksi 
Adapun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum sebanyak 11 
(sebelas) saksi, dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara, 
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
(1) Saksi Andi Baso Syam:  Pemasok barang dalam proyek pengerasan jalan 
Waetuwo-Wawengrewu dan Talud, menerangkan bahwa saksi memiliki izin 
usaha toko bangunan. Pada tahun 2016 saksilah yang menyuplai barang berupa 
batu 150 truk, pasir 50 truk, sirtu 30 truk dan timbunan tanah 220 truk, sejak 
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tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2016. Proyek ini ditangani oleh Andi Fajar 
Bakti sebagai kepala Desa dengan anggaran dari APBN Desa dengan total 
harganya adalah Rp.104.150.000,- yang dibayar bertahap dan dibayar oleh 
terdakwa 
 
(2) Saksi Sitarang : Ketua kelompok yang mengerjakan bahan-bahan proyek dengan 
tiga orang anggota pada tahun 2016. Pengerasan jalan yang dikerja berkisar 3 
(tiga) km dri waetuwo ke Wawengrewu dan Tanasitolo. Tugas saksi menyebarkan 
pasir, sirtu dan timbunan dan diberi gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta 
rupiah) selama satu bulan, yang dibayar dua kali oleh terdakwa. Saksi memberi 
gaji Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari kepada 3 orang teman saksi. 
(3) Saksi Andi Zainal Abidin: sebagai kepala dusun dan anggota tim pengelola 
kegiatan (TPK) saksi tidak pernah melihat SK-nya hanya ditunjuk dan 
diberitahukan oleh kepala Desa dan sekretaris Desa. Proyek ini merupkan proyek 
pengerasan jalan kali bukan jalan poros merupakan proyek yang dikerja pada 
tahun 2015-2016 dengan panjang 575 meter pada tahap pertama yang dikerja 
menggunakan buldoser . Pada tahap kedua menggunakan Eskapator dan bahannya 
Sirtu, pasir dan batu namun saksi tidak mengetahui berapa ukurannya Saksi sering 
datang melihat-lihat proyek tersebut. Proyek tersebut dikerjakan dua tahap. Tahap 
pertama masih baik dilewati, hanya bergelombang-gelombang tetapi sudah 
dipakai tapi sekarang rusak lagi karena hujan banjir. Honor saksi  sebesar 
Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari pejabat desa namanya 
Pak Darwis. Pada tahap kedua saksi dikasih, dan tahap pertama saksi tidak tahu. 
Anggaran yang disepakati adalah anggaran Desa/APBD Desa tapi jumlahnya 
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tidak dibicarakan dan saksi sering menghadiri rapat-rapat pertemuan dan tanda 
tangan aftar hadir. 
(4) Saksi Sofyan: ketua BPD sebagai pengawas proyek dan menjembatani 
masyarakat pemilik CV. Fachri Utama. Saksi yang menyuplai barang di 
pembangunan jalanan proyek tersebut berupa batu, pasir. Proyek ini diberi tahu 
Andi Baso dan minta barang 10 truk kemudian minta lagi pasir dan batu. Namun 
saksi tidak tahu berapa banyak saksi masukkan karena yang mencatat semua itu 
adalah pak Andi Baso sendiri melalui kepala Desa dengan harga Rp.12.000.000,- 
(dua belas juta rupiah) semua dan yang dibayar Saharuddin itu Rp.20.000.000,- 
(dua puluh juta rupiah) termasuk orderan Pak Desa Rp.3.000.000,- (tiga juta 
rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). 
(5) Saksi Mappasessu: Ketua BPD (Badan Pengawas Desa) Desa Waetuwo tahun 
2016, dan saksilah yang menjembatani masyarakat. Proyek tersebut merupakan 
proyek tahun 2016 yang letaknya di Waetuwo Tansitolo, dengan anggaran 300 
juta rupiah dan Indo Hasnawatilah ketua TPKnya yang merupakan istri saksi. 
Saharuddin selaku bendahara Desa pernah membawa satu bundel laporan 
pertanggung jawaban untuk ditanda tangani Indo Hasnawati. Pada saat itu proyek 
belum selesai.  Indo Hasnawati bilang kenapa cepat sekali ditanda tangan 
pertanggung jawaban sedangkan proyek belum selesai, dan Sahruddin bilang 
tidak ada masalah, dan proyek tersebut sudah selesai yang sudah bisa dilewati. 
Tahap I dikerjakan sekitar bulan September 2016 dan Inspektorat pernah turun 
dan mengatakan bahwa talutnya kurang panjang dan kurang tebal dan Andi Fajar 
Bakti sebagai penanggung jawab proyek karena dia sebagai kepala Desa. 
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(6) Saksi Evi, S.Sos: saksi sebagai pendamping Desa, mendampingi masyarakat 
untuk pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat 
yang membuat laporan dan dilaporkan. Saksi dalam proyek ini sebagai 
pendamping dan monitoring yang membuat laporan ke bupati. Panjang jalan 
sekitar 1 kilo meter dan dananya lebih kuang 70 juta. Menurut saksi faktanya di 
lapangan tiak sesuai dengan prosedur karena TPK tidak difungsikan dan menurut 
masyarakat tidak sesuai dengan RABnya yaitu panjangnya kurang dan talutnya 
kurang lebar. 
(7) Saksi H.Mulyadi HS: menerangkan saksi pernah masukkan bahan-bahan yaitu 
batu, besi dan sirtu yang pernah dibeli pak kepala Desa dengan harga 38 juta, pipa 
sebanyak 870 ribu meter = 339 juta, 338 sat semen = 36 juta dengan stiap 
pembelian ada notanya, dibayar di took dan yang pesan adalah pak kepala Desa 
mulai tanggal 16 oktober 2016. 
(8) Saksi Tenri Purnamasari: Penjual Bahan Bangunan, bahan-bahan yang di beli 
dalam proyek ni adalah semen, pasir, timbunan pada oktober 2015 sekitar 90 juta 
yang datang membeli adalah Pak Kepala Desa yang seharusnya dilakukan oleh 
TPK. dengan jumlah 26 kubik yaitu 13 kubik batu, 13 kubik pasir, kemudian 24 
kubik pasir, 65 kubik timbunan dan ada notanya. Pembelian ini dilakukan dua kali 
yaitu pada tanggal 13 Oktober 2015 dan 29 Oktober 2015. Pada bulan itu juga 
Pak Desa pinjam dokumen untuk di foto copy dengan alasan agar dananya bisa 
cair. 
(9) Saksi Sulkifli: Konsultan untuk membuat perencanaan. Saksi diusulkan oleh 
kakaknya kepada Pak Kepal Desa dengan di SK-kan dan honor sebesar 11 juta 
rupiah. Saksi dalam membuat RAB hanya menggunakan analisa saja dengan 
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panjang proyek yang saksi tau yaitu 500 meter. Saksi tidak pernah 
menandatangani kwitansi, saksi hanya meminta kepada pak Sufyan (sekretaris 
desa) untuk menanatangai kwitansi melalui kakaknya lewat via selular karena 
pada saat itu saksi berada di Enrekang. 
(10) Saksi Indo Hasnawati: Ketua TPK yang di SK-kan oleh kepala Desa dengan 3 
orang anggota dan 1 orang sekretaris. Proyek tersebut adalah pengerasan jalan 
dan talut denga anggaran atahun 2016 sebesar 381 juta rupiah. Saksi pernah 
menandatangani RAB dan surat penerimaan gaji, namun saksi tidak pernah 
dilapangan hanya dibawakan oleh saharuddin berkas-berkas yang akan ditanda 
tangani.  
(11) Saksi Saharudin: Bendahara Desa yang bertugas sebagai pengawas dalam 
proyek pengerasan jalan, selama 16 hari berturut-turut dan tidak pernah 
menerima honor hanya sebagai suka rela saja. Saksi pernah mencairkan uang 
sehubungan denga proyek di Bank BPD dengan total pencairan 381 juta rupiah 
dengan tiga kali pencairan. Pencairan pertama pada tanggal 26 Juni 2016 sebesar 
280 juta rupiah. Proyek tersebut telah selesai hanya saja taludnya kurang tinggi 
kira-kira 20 cm. Saksi membuat laporan sesuai RAB dalam proyek tidak 
berdasarkan fakta dilapangan, atas peritah Pak kepala Desa.  
 
Untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah atau meringankan terdakwa (a 
de charge) telah didengar keterangan saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah 
sesuai dengan agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
Saksi H. Munawar: Pelaksana pembangunan jalan, meneragkan bahwa proyek 
tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahun 2015 untuk talud dengan 
panjang 225 M dan yang kedua tahun 2016 untuk pengerasan jalan dari Talud juga 
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sepanjang 350 meter, dan dananya bersumber dari dana Desa dengan anggaran 
kurang lebih Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Pada tahun 2015 
dana Desa belum turun jadi Pak Kepala Desalah yang talangi dananya sebesar Rp. 
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Yang awalnya panjang jalan yang 
dijadikan proyek hanya 750 M atas inisiatif masyarakat ada tambahan 154 M 
sehingga menjadi 800 meter dalam proyek tersebut. 
b. Keterangan Ahli 
Bahwa dipersidangan telah didengar keteranga ahli Ipnu Widodo, ST., 
dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi turun ke lapangan 
untuk menilai dengan 3 macam cara yaitu investigasi, audit karena berdasarkan 
dengan volume yang ada. Bahwa ada 4 item pekerjan dan yang mempunyai selisih 
ada 3 yaitu pengerasan jalan, pembuatan talud dan penggunaan alat. Ahli menemukan 
timbunan, sirtunya kurang dan yang lebih banyak adalah timbunan tanahnya dengan 
biaya hanya sekitar kurang lebih 26 juta, sedangkan taludnya untuk volumenya, 
panjang 826 meter jadi yang menjadi kekurangan disini adalah dimensi dan selisih 
hanya sekitar 1 juta, plasteran tidak ada, sehingga total selisih harga kurang lebih 186 
juta sekian, dan pph 20 juta jadi sisa 166 juta dari pergeseran jalan dan talud, tidak 
sesuai dengan RAB yaitu adanya selisih 166 juta. Proyek tersebut terlaksan akan 
tetapi hasilnya beda dengan yang ada dilaporan karena ada dilaporan untuk sewa alat 
dan ternyata tidak ada alat yang disewa. 
c. Keterangan Terdakwa 
Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : jauhnya jalan yang dibuat 1,2 kilo meter  
(1200) meter dengan anggarn 381 juta yang dikelola oleh terdakwa karena yang 
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mendatangkan materialnya adalah terdakwa. Proyek tersebut tidak ditender 
berdasarkan undang-undang Desa yang mewajibkan kepala desa dan sekretaris desa 
untuk melaksanakan pembangunan desa. Terdakwa pernah mengembalikan uang 
sebanyak 166 juta dan dananya dikelola sendiri untuk membayar semua material yang 
dipergunakan disitu termsuk alat yang dipakai/disewa disitu. Selain itu terdakwa 
harus meminjam nama perusahaan untuk pencairan dana, kemudian terdakwa 
serahkan kepada pak Sofyan (UD. Fahri Utama) sebagai orang yang punya barang 
yang dipergunakan dalam proyek. Dana tersebut dicairkan bersama bendahara Desa, 
sebagai aturan Desa bahwa kepala Desa dan sekretaris DEsa punya kewenangan 
untuk mengurus UPD-UPD. 
d. Barang Bukti 
Bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan terdakwa di 
depan persidangan, jaksa penuntut umum telah menunjukkan barang bukti berupa: 
1. Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pemerintahan Desa 
Waetuwo Kecamatan Tanasitolo kabupaten Wajo TA 2016 
2. Keputusan Bupati Wajo Nomor 112 Tahun 2016 
3. LKPP Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
4. Peraturan Desa Waetuwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waetuwo TA 2016 
5. Nota barang an. ASHO 
6. Buku peraturan Bupati Wajo Nomor 12 tahun 2016 
7. Buku peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2016 
8. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Wajo Nomor: 393/KPTS/2010 
Tentang Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo 
9. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Kepala Desa Waetuwo kecamatan 
tanasitolo kabuapten Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pengangkatan 
Sekretaris Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo 
10. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Waetuwo Kecamatan 
Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor:02 Tahun 2016 tentang pemberhentian 
dan pengangkatan perangkat Desa waetuwo kecamatan Tansitolo kabupaten 
Wajo 
11. 1 (satu) lembar foto copy tabungan pembanguna Daerah 
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4. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokonya menuntut supaya 
majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini memutuskan 
sebagai berikut : menyatakan Andi Fajar Bakti terbukti bersalah sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, dengan menjatuhkan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah), mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 166.550.000,00 (seratus enam puluh 
enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan 
pengembalian kerugian Negara  
5. Putusan 
Adapun amar putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum pada Hari kamis tanggal 16 November 2017 oleh hakim ketua Majelis (Cening 
Budiana, SH,  MH) didampingi oleh hakim-hakim anggota (Safri, SH dan H.ABD. 
Rahim Saiye, SH), panitera pengganti pengadilan negeri Makssar (Muh.Ungardin K, 
SH,MH) dan dihadiri oleh penuntut umum pada kejaksaan Negeri Wajo (Arie 
Chandra Dinata Noor,SH) serta terdakwa dan penasehat hukumnya, dengan amar 
putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Andi Fajar Bakti telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, korupsi secara bersama-
sama; Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan 
denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) apabila pidana denda 
tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 
bulan; Memerintahkan uang tunai sebesar Rp. 166.550.000,- ( Seratus enam puluh 
enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) yang merupakan uang titipan dari 
Terdakwa dikembalikan atau disetorkan ke kas Negara / Kas daerah ; 
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6. Analisis Penulis 
Adapun analisis penulis terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan 
kewenangan yang dilakukan kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo studi 
putusan No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks, dilihat dari segi pidana formil dan 
materilnya sebagai berikut: 
a. Penerapan Hukum Pidana Formil 
Penerapan hukum pidana formil dapat diartikan bahwa tata cara beracara 
dalam suatu penyelesaian perkara. Sebagaimana dalam penyelesaian perkara tindak 
pidana korupsi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara didahulukan dari 
perkara lainnya dan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Hal ini terdapat dalam pasal 25 dan 26 
undang-undang tindak pidana korupsi No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana korupsi 
didahulukan dari perkara lainnya, sudah diterapkan di pengadilan negeri Makassar. 
Hal ini disesuaikan dengan kondisi, jika terdakwa/penasehat hukum, penuntut umum, 
majelis hakim, panitera pengganti maupun pihak lain yang berkepentingan dalam 
proses penyelesaian perkara telah hadir dalam persidangan maka perkara tindak 
pidana korupsi didahulukan dari perkara lainnya.3 Dengan cara beracara sebagaimana 
yang telah ditentukan dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab undang-
undang hukum acara pidana sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang lain. 
Terkait perkara tersebut yang terjadi di Desa Waetuwo kecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar, hal ini merupakan 
kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan keputusan Ketua 
                                                             
3Hasil Wawancara dengan Bapak Cening Budiana Selaku Hakim di Pengadialan Negeri 
Makassar, tanggal 9 Januari 2019, Pukul 10:05  
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mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/ 2011 tanggal 7 
Februari tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana Korupsi pada pengadilan 
negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak 
pidana korupsi yang merupakan amanat kitab undang-undang hukum acara pidana 
pasal 84 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala 
perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya. Berdasarkan keputusan ketua 
mahkamah agung Republik Indonesia tersebut dan pasal 84 Kuhap, maka pengadilan 
negeri Makassar yang merupakan satu-satunya pengadilan negeri yang berwenang 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di 
Provinsi Sulawesi –Selatan, maka pengadilan negeri Makassar berwenang  
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Korupsi yang terjadi di 
Desa Waetuwo Kecamatan Tansasitolo Kabupaten Wajo karena masih termasuk 
dalam wilayah Provinsi Sulawesi-selatan. 
Selanjutnya tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa Andi Fajar Bakti, 
selama pemeriksaan hingga dijatuhkan hukuman (vonis). Hal ini telah sesuai dengan 
amanat kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 193 ayat (2) huruf a dan b 
yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika 
memenuhi ketentuan dalam pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu dan 
memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah menjatuhkan 
putusan. Sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1)  kitab undang-undang hukum acara 
pidana menjelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau 
terdakwa apabila adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 
Keadaan yang mengkhawatirkan ini meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa 
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yang bertitik tolak pada penilaian subjektif.4 Penahanan ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memperlancar jalannya persidangan dan penahanan dapat dilakukan oleh 
pejabat atau instansi yang berwenang yaitu penyidik atau penyidik pembantu, 
penuntut umum dan hakim. Hal ini sejalan dengan tidak dilakukannya penahanan 
terhadap Andi Fajar Bakti selama pemeriksaan hingga dijatuhkannya hukuman 
(vonis) sebab tidak terdapat alasan yang kuat untuk dilakukan penahanan terhadap 
terdakwa, Selama pemeriksaan hingga adanya putusan terdakwa Andi Fajar Bakri 
bersikap kooperatif. Dengan arti bahwa terdakwa selalu hadir dalam pemeriksaan, 
selalu hadir dalam jadwal persidangan, tidak menghalangi atau menghambat jalannya 
persidangan.5  
Melihat surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif 
subsidaritas,6 dakwaan tersebut memuat identitas lengkap terdakwa yaitu sebagai 
berikut : 
Nama   : Andi Fajar Bakti 
Tempat Lahir  : Sengkang 
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/27 Juli 1973 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Agama   : Islam 
Tempat Tinggal : Dusun Waetuwo Desa Waetuwo Kec.Tansitolo, 
Kabupaten Wajo 
Pekerjaan  : Wiraswasta (mantan kepala Desa Waetuwo) 
Pendidikan  : SMA 
Surat dakwaan tertsebut tertanggal 17 Mei 2017 dan ditanda tangani para 
penuntut umum dari kejaksaan Negeri Wajo atas nama Arie Chandra Dinata Noor, 
SH., Bambang Nurdyantoro, SH., Supinto Priyono, SH., dan A. Saifullah, SH., dan 
                                                             
4Rocky Marbun, Cerdik Dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum (Jakarta: Visi Media, 2010), 
h.17.  
5Hasil Wawancara dengan Bapak Cening Budiana Selaku Hakim di Pengadialan Negeri 
Makassar, tanggal 9 Januari 2019, Pukul 10:05 
6Surat dakwaan alternatif subsidaritas adalah surat dakwaan yang digunakan penuntut umum 
jika penuntut umum sulit menentukan satu pasal diantara 2 atau 3 pasal yang saling berkaitan unsurnya. 
Suharto, RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.78. 
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memuat identitas lengkap terdakwa. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam 
pasal 143 ayat (2) huruf a kitab undang-undang hukum acara pidana yang merupakan 
syarat formil. Selanjutnya huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat 
uraian tindak pidana yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, dengan 
menyebut waktu dan tempat  tindak pidana tersebut dilakukan, yang merupakan 
syarat materil surat dakwaan dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka surat 
dakwaan batal demi hukum.7 Dalam surat dakwaan tersebut telah menguraikan secara 
lengkap bahwa tindak pidana tersebut di lakukan di Desa Waetuwo Kecamatan 
Tanasitolo Kabupaten Wajo, yang diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) proyek pengerasan jalan Wawetuwo Wawengrewu dan Talud 
Tanasitolo dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2016. Bersama-sama 
melakukan tindak pidana korupsi Andi Fajar Bakti (kepala Desa), Saharuddin 
(Bendara Desa), Sofyan (Sekretaris Desa) dan Indo Hasnawati (Ketua TPK) 
sebagaimana dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif subsidaritas. 
Untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, perlu adanya alat bukti 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana. 
Yang dimaksud dengan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka dari itu penuntut umum menghadirkan 11 
(sebelas) orang saksi  atas nama: Andi Baso Syam, Sitarang, Andi Zainal Abidin, 
Sofyan, Mappasessu, Evi, S.Sos, H.Mulyadi HS, Tenri Purnamasari, Sulkifli, Indo 
Hasnawati dan Saharuddin serta 1 (satu) orang saksi ahli atas nama Ipnu Widodo, ST. 
Selain itu penuntut umum juga menghadirkan 11 (sebelas) barang bukti surat. Untuk 
                                                             
7Surat dakwaan batal demi hukum hanya dapat terjadi dalam proses peradilan dan hakimlah 
yang dapat menentukan batalnya dakwaan. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 808 k/Kr/1984 
tanggal 6 Juni 1985 telah menyatakan dakwaan batal demi hukum karena tidak memuat uraian tentang 
perbuatan materiil terdakwa yang diuraikan secara rinci. Suharto, RM, Penuntutan Dalam Praktek 
Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53. 
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membuktikan adanya ketidak sesuaian antara dokumen dengan kenyataan yang ada 
dilapangan. Serta dengan adanya keterangan terdakwa didepan persidangan. Sehingga 
lebih memperkuat lagi apa yang telah didakwakan penuntut umum  terhadap 
terdakwa. Hal ini telah memenuhi syarat batas minimal alat bukti yaitu minimal dua 
alat bukti yang diatur dalam pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana.  
Dalam persidangan hakim harus memberikan kesempatan kepada kedua belah 
pihak untuk membuktikan apa yang disangkakan pada terdakwa tidaklah benar, 
karena itu dari pihak terdakwa atau penasehat hukum menghadirkan 1 (satu) orang  
saksi atas nama H.Munawar. Saksi ini merupakan saksi a de charge atau saksi yang 
meringankan hal ini diatur dalam pasal 65 kitab undang-undang hukum acara pidana. 
Berdasarkan apa yang terjadi dalam persidangan maka majelis hakim 
memberikan putusan. Adapun syarat sah putusuan  dalam pasal 197 ayat (1) kitab 
undang-undang hukum acara pidana yaitu : 
a) Kepala putusan atau konsideran yang dituliskan berbunyi : “DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa 
c) Dakwaaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, yang menggunakan 
dakwaan alternatif subsidaritas 
d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta 
alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam perkara ada 11 saksi, 1 (satu) 
saksi ahli, 11 alat bukti surat yang dihadirkan penuntut umum dan 1 (satu) 
orang saksi a de charge serta keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti 
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tersebut ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan adanya 
ketidaksesuain antara laporan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Tuntutan jaksa 
terdakwa terbukti bersalah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 
(enam) bulan. 
f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
dari putusan, disertai keadaan yan memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa. Hal ini terdapat dalam hal mengingat dan terdapat 1 (satu) poin hal 
memberatkan serta 3 (tiga) poin hal yang meringankan.  
g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara 
diperiksa oleh hakim tunggal. Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim dan 
mejelis hakim melakukan rapat, musyawarah pada tanggal 6 Nopember 2017. 
h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam 
rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 
tindakan yang dijatuhkan. Pernyataan ini terdapat pada  akhir penguraian 
setiap unur-unsur dari pasal yang didakwakan. 
i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Biaya perkara 
dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hal ini 
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terdapat pada poin ke-7 amar putusan dan memerintahkan agar barang bukti 
tetap terlampir dalam berkas perkara hal ini terdapat pada poin ke-6 amar 
putusan. 
j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana 
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu. 
k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. 
Dalam putusan dengan register perkara No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN 
Mks, amar tersebut tidak dicantumkan. 
l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus 
dan nama panitera. Dalam perkara ini putusan diucapkan pada tanggal 16 
November 2017 oleh majelis hakim Cening Budiana, SH,MH selaku ketua 
majelis hakim, masing-masing selaku hakim anggota Safri, SH dan H.ABd. 
Rahim Saiye, SH di bantu panitera pengganti Muh. Ungardin K, SH, MH, dan 
di hadiri oleh Arie Chandra Dinata Noor, SH selaku penuntut umum pada 
kejaksaan Negeri Wajo serta terdakwa dan penasehat hukumnya. 
Berdasarkan analisis penulis, pada poin “k” mengenai perintah terdakwa 
ditahan atau tetap dalam tahanan atau terdakwa dibebaskan tidak terdapat dalam 
putusan. Hal ini menunjukkan tidak adanya ketegasan dan kepastian hukum yang 
berarti tidak adanya kejelasan terhadap status terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 
197 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana maka putusan dengan register 
perkara No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks, dengan sendirinya putusan batal 
demi hukum, karena tidak memuat dictum atau amar putusan yang berisi perintah 
yang ditentukan dalamm huruf “k”. Putusan batal demi hukum berakibat putusan 
yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula artinya 
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terdakwa belum pernah dijatuhi putusan pengadilan atas tindak pidana yang 
dilakukannya, tidak mempunyai kekuatan bukum dan akibat hukum serta putusan 
tersebut tidak memiliki daya eksekusi. Namun menurut hakim pengadilan Negeri 
Makassar Bapak Cening Budiana hal ini sudah lazim, dan hakim tidak 
memerintahkan penahanan karena sejak awal tidak dilakukan penahanan terhadap 
terdakwa. Selain itu, pengadilan hanya memberikan putusan dan yang mengeksekusi 
putusan tersebut adalah pihak kejaksaan.8  
Dengan demikian, berdasarkan analisis penulis terdapat ketidaksesuaian 
antara peraturan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. 
b. Penerapan Hukum Pidana Materil 
Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi Studi Putusan 
No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/PN Mks, majelis hakim menyatakan terdakwa Andi 
Fajar Bakti dibebaskan dari dakwaan kesatu primair sebab tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan 
unsur setiap orang padaa dakwaan kesatu primair yaitu pasal 2 ayat (1) tidak 
terpenuhi. Karena sifat melawan hukumnya lebih luas sedangkan dalam dakwaan 
kesatu subsidair pasal 3 sifat melawan hukumnya lebih spesifik yaitu penyalahgunaan 
kewenangan. Atas dasar pertimbangan tersebut sehingga majelis hakim menyatakan  
terdakwa Andi Fajar Bakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu 
subsidair yaitu pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) undang-undang RI No.31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan 
ditambah dengan undang-undang RI No.21 Tahun 1999 tentang pemberantasan 
                                                             
8Hasil Wawancara dengan Bapak Cening Budiana Selaku Hakim di Pengadialan Negeri 
Makassar, tanggal 9 Januari 2019, Pukul 10:05 
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tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 3 
sebagai berikut : 
1. Unsur setiap orang 
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau 
setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya, sehat mental dan yang dimaksud setiap orang dalam pasal 3 haruslah 
memangku jabatan atau kedudukan, yang dalam perkara ini adalah terrdakwa Andi 
Fajar Bakti selaku Kepala Desa Waetuewo Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo 
berdasarkan surat keputusan Bupati Wajo Nomor: 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 
September 2010 tentang pengesahan keputusan Badan Permusyawaratan Desa 
Waetuwo Tentang pengangkatan Kepala Desa Waetuwo. Terdakwa merupakan 
subyek hukum dengan spesifikasi khusus yang memangku jabatan atau kedudukan 
beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau 
kedudukan terdakwa. Sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang 
(error in persona). Dengan demikian pertimbangan unsur setiap orang terpenuhi. 
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi 
Kata “dengan tujuan” dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui 
dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan keuntungan 
pada dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan 
“menguntungkan” adalah mendapatkan kenikmatan yang sebelumnya belum 
didapatkan dan melebihi dari apa yang telah ditentukan.  
Dalam perkara ini terdakwa telah melaporkan laporan pertanggung jawaban 
bahwa proyek pengerasan jalan telah selesai 100% padahal belum selesai 100%. 
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Sumber dana proyek pengerasan jalan adalah dari kas daerah kabupaten Wajo ke 
rekening desa Waetuwo yang dicairkan  oleh bendaraha Desa Saharuddin sebesar 
Rp.381.805.200,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus 
rupiah), yang dicairkan sebanyak tiga kali. Dana yang dicairkan sebanyak tiga kali 
seluruhnya diserahkan kepada terdakwa, dimana sebagai bendahara desa harusnya dia 
sendiri yang menyerahkan kepada yang berhak. Kemudian terdakwa, Indo Hasnawati 
selaku ketua TPK, Sofyan dari UD.Fachri Utama menandatangani surat tertanggal 16 
september 2016 yang isinya pemeriksaan telah sesuai dengan yang disepakati dan 
berita acara penyerahan pekerjaan tanggal 17 september 2016 dari UD.Fachri Utama 
ke Indo Hasnawati dan terdakwa mengetahui, pihak UD.Fachry Utama menerima 
pembayaran tetapi kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% sampai akhir tahun. 
Berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi. 
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau suatu jabatan yag ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan 
o kewenangan adalah serangkaian hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan 
pelaku untuk mengambil suatu tindakan agar tugasnya berjalan dengan baik. 
Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan 
mandat.9  
o Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, yang telah 
ditentukan dalam ketenaga kerjaan sedangkan yang dimaksud dengan sarana 
adalah syarat cara atau media yaitu cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau 
kedudukan dari perilaku.  
                                                             
9Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 
h.196. 
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o Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang memiliki kaitan dengan jabatan 
atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.10 
o Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan 
guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan 
organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yang dimaksud 
dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang 
sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti atau tidak dapat diubah 
begitu saja.11 
o Sedangkan kedudukan diartikan sebagai fungsi pada umumnya kedudukan selain 
dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat 
pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau 
orang perseorangan swasta.12 
Berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa selaku kepala Desa menunjuk 
Indo Hasnawati sebagai ketua TPK, akan tetapi Indo Hasnawati dalam keadaan hamil 
besar sehingga terdakwalah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu 
Saharuddin selaku bendahara desa mencairkan dana sebesar Rp.381.805.200,- (tiga 
ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), yang dicairkan 
sebanyak tiga kali, dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa. Sehingga 
yang seharusnya Saharuddinlah yang membayar kepada yang berhak akan tetapi hal 
ini dilakukan sendiri oleh terdakwa. Maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa 
bantuan dana desa proyek pengerasan jalan tidak digunakan sebagaimana mestinya, 
                                                             
10Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi 
Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.50  
11E.Utrech dan Moh. Saleh Djindang dalam buku Wiyono, Pembahasan Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.51. 
12Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi 
Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.52.  
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yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan masyarakat Desa. 
Adanya berbagai dokumen tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan terdakwa 
mengelola sendiri pekerjaan tidak sesuai dengan RAB. Sehingga unsur ini telah 
terpenuhi. 
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara 
Dalam praktek peradilan kata “dapat” mengandung arti bahwa untuk 
terjadinya suatu delik tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian Negara akan 
tetapi sudah cukup apabila timbul kemungkinan atau potensi untuk menimbulkan 
kerugian bagi keuangan Negara. Yang dimaksud dengan  keuangan Negara adalah 
seluruh kekayaan Negara. Sedangkan perekonomian Negara adalah suatu usaha 
bersama berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun 
didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan tujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada 
seluhuh kehidupan rakyat. 
Berdasarkan keteragan saksi-saksi, keterangan ahli, keteragan terdakwa dan 
barang bukti dimuka persidangan maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan yaitu 
: 
- Desa Waetuwo kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo telah dialokasikan 
dana desa sebesar Rp.637.250.078,- (enam ratus tiga pulu tujuh juta dua ratus 
lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah), kemudian disepakati utuk 
pengerasan jalan yaitu Jalan waetuwo Wawengrewu-Talud dengan volume 
575x5x0,2 M senilai Rp.12.207.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh ribu 
rupiah). Dana tersebut dicairkan oleh Saharuddin selaku Bendahara Desa dan 
terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya diserahkan kepada terdakwa, yang 
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seharusnya diserahkan oleh Saharuddin selaku bendahara Desa kepada yang 
berhak akan tetapi tidak demikian dimana terdakwa melakukannya sendiri. 
Menurut keterangan saksi Ahli Ipnu Widodo, ST, bahwa hasil pemeriksaan 
khusus perhitungan volume pekerjaan fisik pengerasan jalan Waetuwo-
Wawengrewu-Talud tahun anggaran 2016, ditemukan kerugian Negara 
sebesar Rp.166.541.045,- (seratus enam puluh enam juta liam ratus empat 
puluh satu ribu empat puluh lima rupiah).  
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara telah terpenuhi.  
Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal 3 maka Majelis hakim menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa Andi Fajar Bakti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 
apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan. 
Mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa pembayaran 
uang pengganti yang jumlahnya sebesar atau sama dengan harta yang diperoleh dari 
tindak pidana korupsi maka terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akibat dari perbuatannya. 
Sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa 
dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, menyuruh 
melakukan dan turut serta melakukan. Terkait perkara ini, majelis hakim berpendapat 
terdapat hubungan kerja sama yang erat antara terdakwa selaku kepala Desa, Indo 
Hasnawati selaku TPK, Saharuddin selaku bendahara Desa dan Sofyan selaku 
sekretaris desa serta dari UD.Fachry Utama. Posisi terdakwa sebagai yang melakukan 
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dapat dilihat dari berbagai fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwalah 
yang meneglola segala sesuatunya sendiri. Terdapat 4 pelaku dalam tindaka pidana 
korupsi ini, yang perkaranya dituntut dan diadili secara terpisah (split). Hal ini 
diperbolehkan dalam pasal 142 Kitab undang-undang hukum acara pidana yang 
berbunyi: 
“dalam hal penuntut umum menerima sat berkas perkara yang memuat 
beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, 
penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing 
terdakwa secara terpisah” 
 
Mengenai terdakwa yang lainnya, perkaranya telah diputus. Majelis hakim 
dalam menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa berdasarkan 
pertimbangan fakta-fakta hukum yang ada di muka persidangan, dan tetap 
mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi dari perkara tindak pidana korupsi 
yang dilakukan secara bersama-sama, jika majelis hakim yang memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara tersebut sama.  Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
berbeda-beda antara terdakwa satu dengan terdakwa yang lainnya, hak ini 
berdasarkan kewenangan diskresi hakim, banyaknya yang dikorupsi, latar belakang 
terdakwa, perilaku terdakwa dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi sumber 
keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.13 
 
 
 
                                                             
13Hasil Wawancara dengan Bapak Cening Budiana Selaku Hakim di Pengadialan Negeri 
Makassar, tanggal 9 Januari 2019, Pukul 10:05 
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C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Pada Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/ 
Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/Pn Mks) 
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 
Terkait dengan studi putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/Pn Mks, 
merupakan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang 
dilakukan oleh Kepala Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, yang 
periksa, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar oleh majelis hakim 
dengan berbagai pertimbangan, sebagai berikut: 
Menimbang terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan 
surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-311/R.4.19 /Ft.1 
/ 05 / 2017 tertanggal 17 Mei 2017. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum didepan 
persidangan telah didengar keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah 
menerangkan dibawah sumpah. 
Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang 
meringankan (a de charge) yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya. 
Menimbang, bahwa selain keterangan saksi dan terdakwa di depan 
persidangan,  jaksa penuntut umum telah menunjukkan 11 (sebelas) barang barang 
bukti surat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
dan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan. 
Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara 
alternatif subsidaritas. Sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman 
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mempertimbangkan dakwaan kesatu priamair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka 
majelis hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair. 
Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu primair 
yakni pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidanan korupsi jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah dinyatakan 
tidak terpenuhi dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut maka selanjutnya 
dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 
3 Jo. Pasal 18 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah 
dan ditambah dengan undang-undang No.20 tahun 2001tentang perubahan atas 
undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. 
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang ditemukan berdasarkan 
keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan barang bukti 
yang diajukan ke persidangan terdapat hubungan kerja sama yang erat antara 
terdakwa selaku kepala Desa, Indo Hasnawati selaku TPK, Saharuddin selaku 
bendahara Desa, Sofyan selaku sekretaris Desa sekaligus dari UD. Fachry Utama. 
Dari kerja sama tersebut telah menimbulkan kerugian Negara sebagaimana telah 
dipertimbangkan oleh majelis hakim, dari pertimbangan tersebut unsur dakwaan 
kesatu subsidair telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kesatu subsidair telah 
terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan kesatu subsidair 
dan karena dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas maka dakwaan selanjutnya 
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. 
Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bersama pasal 18 ayat (1) 
huruf b undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah 
dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 
No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni penjatuhan 
pidana tambahan berupa kewajiban kepada terdakwa untuk membayar uang 
pengganti, dan tentang hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu seberapa besar 
jumlah uang yang diperoleh secara real dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana 
yang dilakukannya tersebut. 
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, 
pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banayaknya sama dengan 
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ipnu Widodo, ST dan diakui 
oleh terdakwa bahwa dirinya telah mengembalikan kerugian keuangan Negara 
sebesar Rp.166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh 
rupiah) dan uang tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dijadikan bukti 
dalam perkara Aquo, maka uang sejumlah tersebut diatas dikembalikan kepada 
Negara/Kas Daerah. 
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis hakim terdakwa 
menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik 
berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan alasan 
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lainnya untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga 
terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.  
Menimbang, bahwa tentang seberapa lama hukuman akan dijatuhkan kepada 
diri terdakwa, majelis berpendapat perlunya menempatkan nilai keadilan dalam 
penjatuhan pidana selain kepastian hukum dan kemanfaatan termasuk dalam tindak 
pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai Extraordinary 
Crime (kejahatan luar biasa) akan tetapi tetap memperhatikan kesalahan dan proses 
terjadinya perbuatan itu serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini 
majelis tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya hukuman yang 
akan dijatuhkan. Tujuan mengadili harus tetap beraszaskan keadilan baik keadilan 
sosial maupun keadilan hukum. Hukuman yang dijatuhakn terhadap terdakwa 
menurut majelis hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya kesalahan terdakwa. 
Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa 
akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri 
terdakwa sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan: 
- perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat 
Desa 
Hal-hal yang meringankan : 
- terdakwa belum pernah dihukum  
- terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya 
- terdakwa telah mengembalikan kerugian negara 
 
Mengingat ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang 
No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah 
dirubah dan ditambah dengan undang-undang RI No.20 tahun 2001 tentang 
perubahan atas undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
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2. Analisis Penulis 
Berdasarkan pemaparan tersebut diatas hakim dalam menjatuhkan putusan 
No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks menggunakan pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang 
ditemukan didepan persidangan dan oleh Undang-undang merupakan hal-hal yang harus 
dimuat dalam putusan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah 
mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, 
barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan 
minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya, yakni dengan mengaitkan antara alat bukti surat dan keterangan saksi-
saksi dipersidangan. Selain itu, untuk menjatuhkan putusan hakim harus pula 
mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.  
Sedangkan pertimbangan non yuridis terdapat dalam hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan, seperti latar belakang terdakwa, 
kemampuan bertanggung jawab terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatan terdakwa. 
Berdasarkan analisis penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni 
telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun berdasarkan 
pertimbangan non yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan 
hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-
undangan, dimana dalam perundang-undangan Pasal 3 undang-undang No.31 tahun 
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagi yang melanggar pasal ini 
dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 
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(tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hakim menjatuhkan putusan 1 
(Satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini telah sesuai dengan penerapan 
undang-undang tindak pidana korupsi, namun hakim dalam memberikan hukuman 
masih sangat rendah.  
Menurut penulis, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan juga 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain perbuatan terdakwa yang dapat 
merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, yaitu  dengan 
mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa seperti 
perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian perekonomian Negara sebesar 
Rp.166.550.000,- (seratus enam puluh eam juta lima ratus lima puluh rupiah) 
perbuatan terdakwa adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan 
terhambatnya pembangunan di Indonesia. Perbuatan yang dilakukan terdakwa 
menyebabkan terjadinya penghambatan pembangunan di Desa Waetuwo. Oleh 
karenanya menimbulkan adanya rasa ketidak adilan bagi masyarakat. Karena 
perbuatan terdakwa, masyarakat Desa Waetuwo yang seharusnya telah merasakan 
manfaat dari pengerasan jalan tersebut, yang diharapkan membantu pekerjaan 
masyarakat sehari-hari karena jalan tersebut merupakan jalur masyarakat untuk 
bertani sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Desa Waetuwo. Dengan 
perbuatan terdakwa masyarakat harus berjalan kaki untuk kembali menuju sawah hal 
ini jelas akan menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Waetuwo. 
Perbuatan terdakwa ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan untuk mencapai 
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kesejahteraan bersama hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mendukung 
hakikat hidup bernegara. 
Selain itu, mengingat bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan 
terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang tergolong dalam kejahatan luar 
biasa (extra ordinary crimes) yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap 
koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan: 
1. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi 
dipengadilan negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 
2017/ PN Mks) : 
- Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa Andi Fajar Bakti telah 
sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan 
kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
majelis hakim yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan 
dimuka persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Andi Fajar 
Bakti telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur 
dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang No.20 tahun 2001 
tentang perubahana atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan 
tetapi menurut penulis putusan atau vonis yang diberikan majelis hakim 
seharusnya luar biasa atau sepertiga dari batas maksimum dari ketentuan 
undang-undang karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan 
kemanusiaan yang tergolong kejahatan luar biasa. 
- Penerapan hukum pidana formil, terdapat hal yang tidak sesuai, terkait dengan 
syarat sahnya putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHAP. Dalam putusan 
No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks, tidak memuat satu syarat sah 
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putusan yaitu dalam putusan tersebut tidak mencantumkan amar putusan yang 
menyatakan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan 
atau terdakwa dibebaskan. Dengan tidak mencantumkan amar tersebut maka 
berdasarkan ayat (2) putusan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum. 
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Makassar (Studi 
Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks), yaitu mejelis hakim 
menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis,  
- Pertimbangan yuridis dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan dimuka 
prsidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, 
keterangan ahli, barang bukti, keteranga terdakwa dan sebagainya. 
- Pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, 
kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan akibat yang ditimbulkan 
dari perbuatan terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis mejelis hakim 
seharusnya menggali lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim 
terutama terkait dengan hal-hal yang memberatkan. 
B. Saran  
1. Sebaiknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih 
memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana korupsi merupakan 
kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan luar biasa karena itu perlu 
adanya penanganan yang luar biasa pula. Agar menimbulkan efek jera bagi 
pelaku maupun bagi masyarakat luas. Selain itu pelaku tindak pidana 
korupsi ini mengambil hak masyarakat luas, demi kepentingan pribadi. 
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2. Agar aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, peradilan 
dan komisi pemberantasan korupsi (KPK), tidak membeda-bedakan dalam 
menangani kasus-kasus korupsi. Dan tetap mengamalkan asas equality 
before the law (semua sama di depan hukum).   
3. Diharapkan masyarakat menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri untuk 
memerangi dan mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi, serta 
menanamkan nilai-nilai keadilan dalam diri sebagai benteng untuk 
mencegah terjadinya ketidak adilan, serta menjadikan pelajaran bagi diri 
atas segala kasus-kasus tindak pidana korupsi agar tidak dilakukan oleh 
diri sendiri. 
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